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 ABSTRAK  
Nama  :Hermansyah 
NIM  :10400114048 
Jurusan :Ilmu Hukum 
Fakultas  :Syariah dan Hukum 
Judul   :Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten 
Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm 
Dalam skripsi ini berdasarkan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa 
(Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm dengan mengemukakan sub masalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-
Sama di Kabupaten Gowa ? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa ? 
 Penelitian ini merupakan tipe penelitian langsung dengan menonjolkan 
pendekatan yuridis dan empiris, Sumber data primer dan sekunder, Data primer 
bersumber dari Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Data sekunder lainnya adalah 
buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan 
dengan sasaran penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa 
dengan metode deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam 
perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara 
Bersama-Sama di Kabupaten Gowa para terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, (2) 
Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi 
putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg 
rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara 
bersama-sama”sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum; Menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg Rewa selama 20 tahun dan terdakwa 
2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 tahun. 
Implikasi penelitian ini adalah Hakim tidak serta merta berdasar pada surat 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat 
bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk 
melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang 
timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dapat dipidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam 
suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 
dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang 
bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu 
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan 
yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat 
suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana 
hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi 
tindakan-tindakan tersebut. 
Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai 
mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang 
hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya 
perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang 
melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, adanya tindakan dari masyarakat terhadap 
pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian, merupakan awal lahirnya hukum 
pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai 
masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, 
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melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas di bidang hukum pidana. Oleh 
karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum 
pidana dapat didefenisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan 
perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana-
pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat 
satu antara satu dengan yang lainnya, yaitu : peraturan, perbuatan, pelaku, dan 
pidana.1 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 
Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak 
asasimanusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum 
danpemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan 
kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak 
pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat 
pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. 
KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam 
urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang 
sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di 
Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali 
untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati 
dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat 
                                                           
1Frans Maramis, Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers: 
2013) h. 1 
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menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di 
negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan. 
Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat  
perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat  
kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadi nya pembunuhan. Tindak  
pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam  
faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. 
Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat  
dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan  
kebudayaan manusia itu sendiri. 
Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja 
maupun  tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan 
perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika 
perbuatan  tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun 
direncanakan  terlebi dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih 
berat  dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada 
unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebidahulu. Pembunuhan berencana 
sesuai  Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, 
akan  tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu2 
(voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan  
pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang  
memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. 
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Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau 
pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada  
waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan  
setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu  
akan dilaksanakan.  
Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 
pembunuhan  itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah  
pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara  
bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang  
terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang  
(kondisi pelaku).  
Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang 
bagi  pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk  
menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan,  
sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah  oleh 
suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang  
pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan  
pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang  dalam 
suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa  seseorang 
ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu  juga 
dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaan nya pelaku akan lebih mudah membunuh 
korban. 
5 
 
Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “ Barang 
siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 
Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai 
pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa 
“pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena 
pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk 
undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang 
berdiri sendiri.  
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Kasus 
Pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Gowa dan sejauh mana penjatuhan 
sanksi kepada pelaku dan pengaturan hukum di indonesia mengenai pembunuhan 
berencana tersebut, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi 
Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)”  
B. Fokus dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Pengertian Tindak Pidana. 
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  Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah strafbaar 
feit. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan 
KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strfbaar feit  
ini sebagai tindak pidana. 
Stafbaar feit terdiri dari 3 kata2, yakni straf, baar dan feit. Dari 7 istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan 
dengan pidana dan hukum.perkataan Baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. 
Sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, 
sebagaimana dikatakannya bahwa,” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 
sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau 
dilanggar”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-
undang, antara lain KUHP.3  
Didalam KUHP tindak pidana atau delik dikelompokkan dalam 2 kelompok 
besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga. Kemudian, tindak pidana diklasifikasikan 
menjadi beberapa yaitu  Kejahatan dan Pelanggaran, Delik Formal (Formil) dan Delik 
Material (Materiil), Delik Dolus dan Delik Culpa, Delik Commissionis dan Delik 
                                                           
2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1(Jakarta: PT.Grafindo, 2002), h.69. 
3Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016),  h.55-59. 
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Ommisionis, Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan), dan Jenis Delik yang 
Lain.4 
b. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan 
tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. 
Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang 
paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, 
Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada 
tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada 
sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga 
tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.5 
c. Bersama sama melakukan tindak pidana (Deelneming) 
Kata deelmening Berasal dari kata Deelnemeen (belanda) yang diterjemahkan 
dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi penyertaan. Prof. 
Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam satu delik tersangkut 
beberapa orang atau lebi dari satu orang. Lebih tepat jika deelneming diartikan suatu 
                                                           
4Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58-62. 
5https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses Pada tanggal 16 Juni 2018, 
Pukul 12.20 
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delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal 
ini terkait dengan pertanggungjawaban.6 
2. Deskripsi Fokus 
Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah Tindak pidana terhadap nyawa 
seseorang yaitu tindak pidana pembunuhan yaitu suatu perbuatan yang dengan 
sengaja maupun  tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan 
perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika 
perbuatan  tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun 
direncanakan  terlebi dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih 
berat  dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada 
unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama 
di Kabupaten Gowa ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama 
di Kabupaten Gowa ? 
 
                                                           
6
Rahman Syamsuddin, Ismail Aris “Merajut hukum di indonesia” (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014) h. 210 
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D. Kajian Pustaka 
Penulis mengambil daru buku Frans Maramis yang berjudul “Hukum Pidana 
Umum dan Tertulis di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang hukum pidana 
umum dan tertulis di Indonesia yang merupakan bagian hukum pidana yang terletak 
dalam kitab UU Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum 
pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam UU di luar KUHPidana), dan yang 
tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik ketentuan 
umum maupun tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHPidana. 
Selanjutnya penulis mengambil dari buku Mahrus Ali yang berjudul “Dasar-
Dasar Hukum Pidana”. Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori 
dasar hukum pidana Indonesia, perkembangan hukum pidana yang telah terdapat 
dalam perundang-undangan pidana administrasi, perundang-undangan khusus, dan 
peraturan daerah, serta menganalisis hubungan antara bangunan atau asas-asas hukum 
dalam KUHP dengan asas-asas hukum dalam perundang-undangan pidana di luar 
KUHP. 
Marpaung Leden, dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap 
Nyawa Dan Tubuh” yang membahas mengenai Tindak pidana pembunuhan adalah 
suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun  tidak, menghilangkan nyawa orang 
lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak 
pada akibat hukum nya, ketika perbuatan  tindak pidana pembunuhan ini dilakukan 
dengan sengaja ataupun direncanakan  terlebi dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi 
pidana nya akan lebih berat  dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang 
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dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebidahulu, buku ini 
sangat cocok untuk jadi referensi dalam penulisan skripsi ini karena membahas secara 
langsung mengenai Pembunuhan Berencana yang penulis teliti 
Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Tubuh 
dan Nyawa” buku ini membahas mengenai Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu 
atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat 
ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Buku ini sangat 
cocok dijadikan salah satu referensi karena penulisan skripsi ini berhubungan 
langsung terhadap tindak pidana pelenyapan nyawa terhadap seseorang. 
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara Tindak 
Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di 
Kabupaten Gowa  
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara 
Bersama-Sama di Kabupaten Gowa  
2. Kegunaan Penelitian 
a. di harapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada pemerintah setempat 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana 
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Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten 
Gowa. 
b. Sebagai suatu sarana edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai 
perbuatan pembunuhan berencana memiliki sanksi yang tegas sehingga untuk 
melakukan itu harus memiliki pertimbangan yang tidak mencelakai dirinya 
sendiri maupun orang lain. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 
1.  Pengertian Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda 
dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.6 
 Selain dari penjelasan diatas ada beberapa istilah lain dari tindak pidana di 
antaranya delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, 
pelanggaran pidana, Criminal act, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak 
pidana itu sendiri.7 Menurut Prof. Dr. Sopo santoso dalam bukunya, Tindak pidana 
berarti suatu pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. 
Selanjutnya, dalam beberapa literatur hukum  dan perundang-undangan yang ada, ada 
beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit, 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Tindak Pidana, dapat di katakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan 
menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 
                                                             
6Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi I (Cet.I, Jakarta: PT.Grafindo, 
2002),  h.67. 
7Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.12. 
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tentang Hak Cipta, UU No.11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (diganti dengan UU No.31 Th.1999), dan perundang-undang lainnya. 
Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof.Dr.Wirjono 
Prodjodikoro, S.H 
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya : Mr. R. 
Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J van Schravendijk 
dalam buku pelajaran tentang hukum Indonesia, Prof. A Zainal Abidin, S.H 
dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah 
menggunakan istilah ini, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 
1950 (baca pasal 14 ayat 1) 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strfbaar feit. Istilah 
ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun 
juga beliau mengggukan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku 
Hukum Pidana 1”. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah seperti pada 
judul  buku beliau “Delik-Delik Percobaan Delik –Delik Penyertaan”, 
walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok  hukum 
pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja. 
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e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam 
buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana” begitu juga Schravendijk 
dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”. 
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang 
dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan 
Peledak (baca pasal 3) 
g. Perbuatan Pidana, suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk 
melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan 
hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik dalam perundang-
undangan  maupun peraturan daerah.8 
 Dari berbagai istilah diatas, peneliti berpendapat bahwa strafbaar feit atau 
tindak pidana merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum atau melanggar 
kepentingan orang lain. Yang mana dalam undang-undang perbuatan tersebut  adalah 
suatu  perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana bagi yang 
melanggarnya.   
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau 
sebagai9 : 
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. 
                                                             
8Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 
h.193. 
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.71.  
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Adapun alasan Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana  lebih 
tepat adalah : 
a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan 
itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan 
pada orangnya. 
b. larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang 
ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu 
(perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, 
melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 
hubungan erat. 
c. untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat 
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk 
pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) 
dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” 
menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika 
membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain 
sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.10 
                                                             
10Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.78. 
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 Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang berdasarkan pendapat 
para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Maksudnya ialah unsur 
tindak pidana ini berlandaskan pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum. 
 Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya.Keduanyan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).11 Menurut 
Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, unsur tindak pidana 
adalah : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan ) 
 Menurut R.Tresna sebagaimana defenisi beliau yang menyatakan bahwa, 
“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, 
yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan 
lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”,12maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara lain : 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 Vos merumuskan bahwa strafbaar  feit adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat 
ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
                                                             
11
 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014, h.193. 
12Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.72.  
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a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
 Kemudian, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
 Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah 
pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindakpidana tertentu dalam KUHP itu, maka 
dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan 
dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa 
unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar 
keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat 
perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. 
Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin 
atau melekat pada keadaan batin orangnya. Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana 
tersebut adalah : 
a. Unsur Tingkah Laku 
 Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.Unsur mutlak ini 
dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku 
merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan. 
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 Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau 
positif (handelen), juga dapat disebut perbuatan materiil (materiel feit) dan tingkah 
laku pasif atau negatif (natalen). 
 Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk 
mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan 
dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan 
membuat secara palsu (268).Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang 
unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan 
perbuatan pasif. 
 Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan 
(natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian 
tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu 
disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.13Contoh perbuatannya 
yaitu tidak memberikan pertolongan (531). 
 Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 
2 tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk 
tingkah laku kongkrit. 
 Yang dimaksud tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak 
dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak terbatas 
                                                             
13Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 
2002) h.83-84. 
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banyaknya. Contohnya perbuatan : menghilangkan nyawa (338), abstrak, terdiri 
banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya. Misalnya mencekik, 
menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya. 
 Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih 
kongkrit, misalnya mengambil (362, pencurian), memberi keterangan (242), 
mengedarkan (247), dan lain-lain. 
b. Unsur Melawan Hukum 
 Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu 
perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang 
(melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat (melawan hukum materiil/materiel wederrechtelijk).14Karena bersumber 
pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. 
 Namun, ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya 
disebutkan secara tegas didalam undang-undang.15 Contohnya, pasal 362 KUHP 
tentang Pencurian yang berbunyi16:  
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam 
karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak Sembilan ratus rupiah.” 
 
                                                             
14Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.86. 
15Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta,Rajawali Pers, 2016), h.14. 
16R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta, 2010), h.88. 
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 Dari sudut pandang undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai 
sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) 
dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya 
sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan 
perundang-undangan.  
 Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut 
dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya: 
1) Melawan Hukum (wederrechtelijk) , istilah inilah yang paling sering digunakan 
oleh pembentuk UU, misalnya dalam pasal 362, 368, 369, 372, 378. 
2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (zonder daartoe gerichtigd 
te zijn), misalnya pasal 548, 549c. 
3) Tanpa izin (zonder verlof), misalnya pada pasal 496, 520. 
4) Melampaui kekuasaannya (met over schrijding van sijne bevoegdheid),  
misalnya pada pasal 430. 
5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (zonder 
inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen), misalnya 
pada pasal 429. 
 Kelima istilah tersebut diatas merupakan pencantuman unsur melawan 
hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat. 
c. Unsur Kesalahan  
 Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin 
orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 
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pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian 
hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah:fout.17 
 Dalam hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa geen 
starafbaar feit zonder schuld, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.18Menurut hemat 
peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu 
tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah 
yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu 
tindak pidana. 
d. Unsur Akibat Konstitutif 
 Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil 
(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak 
pidana,(2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 
pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. 
 Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok 
tindak pidana,artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, 
yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat 
memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika 
syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana 
selesai. Misalnya pada pasal 288 jika akibat luka berat (ayat 2) tidak timbul, maka 
yang terjadi adalah berupa kejahatan yang selesai yakni bersetubuh dengan wanita 
                                                             
17Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 
89-90 
18Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 14. 
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yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka (bukan luka berat, ayat 1), dan 
bukan percobaan bersetubuh dengan wanita yang belum waktunnya dikawini yang 
menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, 
timbulnya akibat ialah setelah perbuatan dilakukan. 
e. Unsur Keadaan yang Menyertai 
 Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa 
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur 
keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat19: 
(1)  Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan 
yang menjadi unsur tindak pidana,misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan 
menurut pasal 285, 289, dan 368. 
(2)  Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, hal ini merupakan syarat 
untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan 
cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan, misalnya pada pasal 363 (1) 
sub 5 tentang cara-cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci 
palsu, atau pakaian jabatan palsu. 
(3)  Mengenai obyek tindak pidana, yakni berupa semua keadaan yang melekat pada 
atau mengenai obyek tindak pidana,misalnya unsur “milik orang lain”yang 
melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian (pasal 362). 
                                                             
19Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 103-106. 
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(4)  Mengenai subyek tindak pidana, yaitu segala keadaan dirisubyek tindak pidana, 
baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif adalah segala 
keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI 
(451). Sedangkan, yang bersifat subyektif adalah keadaan mengenai batin subyek 
hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (pasal 340, 353) 
(5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai segala 
keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidan, misalnya sebuah kediaman 
atau pekarangan yang tertutup yang ada ditempat kediaman (pasal 363 ayat 1 ke-
3) 
(6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu 
dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat mempemberat pidana 
maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. 
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, 
sebagai berikut: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan 
Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan 
untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan 
mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, 
dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen) 
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2. Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltherorieen) 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini 
berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, 
dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
3. Teori gabungan (verenegings theorieen) 
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan 
bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan 
absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 
pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai 
suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter 
tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu 
reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.20 
3. Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin 
                                                             
 
  
20Rahman syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta; mitra wacana media 2014). h. 
244-249 
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membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen 
menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: 
1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, 
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 
bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 
harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana 
meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut 
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 
mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan 
orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum 
pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam 
sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara 
menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.  
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensikonsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 
dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 
berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, 
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terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas 
dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus 
sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 
pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan 
sebagai berikut: 
a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 
pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap               
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.  
Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturutturut, 
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 
acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu.  Adapun beberapa Jenis-jenis pemidanaan yang 
terdiri atas:21 
a. Pidana pokok 
1) Pidana mati, 
2) Pidana penjara 
                                                             
21Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta; Mitra Wacana Media 2014) . 
h 243. 
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3) Kurungan 
4) Denda 
b. Pidana tambahan: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
2) Perampasan barang-barag tertentu, 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut: 
1. Pidana pokok; 
a. Pidana penjara: Lembaga Permasyarakatan (lapas); 
b. Pidana kurungan: Lembaga Permasyarakatan (lapas); 
c. Pidana tutupan: Lembaga Permasyarakatan (lapas); 
d. Pidana denda: Jaksa; 
2. Pidana tambahan: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang 
di cabut tersebut; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; jaksa 
c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri. 
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan 
pidana, sebagai berikut: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan 
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Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 
praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, 
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata 
lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen) 
2. Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltherorieen) 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini 
berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan 
proses pembinaan sikap mental. 
3. Teori gabungan (verenegings theorieen) 
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat 
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut 
(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 
mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik 
moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak 
pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 
perilaku terpidana di kemudian hari.22 
 
                                                             
 
  
22Rahman syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta; mitra wacana media 2014). h. 
244-249 
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B. Tinjauan Umum mengenai Tindak pidana pembunuhan berencana. 
1. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP. 
Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seharusnya hal tersebut 
mampu memberikan perlindungan dan kepastian, serta keadilan didalam hukum itu 
sendiri. Hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 
bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tidak dapat dipungkiri hal 
mengenai penegakan hukum merupakan bagian yang rapuh di Negara Indonesia. 
Hal tersebut 
dapat dilihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah 
Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bagi para pelaku Penegakan hukum terutama 
dalam hal memutuskan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Hakim di dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya wajib menjaga   kemandirian   peradilan   (Pasal   3  (1) 
Undang-Undang Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim 
dan Undang- undang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Seorang hakim harus mampu memberikan setiap keadilan yang sama di mata 
hokum. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut harus 
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bersikap adil agar hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa tujuan dari 
hukum tersebut yaitu adanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. 
Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, salah satunya 
kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan 
merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan 
biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu 
keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup 
bermasyarakat. 
Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan 
bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena 
pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun”. 
Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan 
kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak 
disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 
359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 
sub 3 (penganiayaan dengan dierencanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya 
orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan beratmengakibatkan matinya orang 
lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, 
mengakibatkan matinya orang lain). Untuk dapat dituntut menurut pasal 338 KUHP, 
pembunuhan harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-
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pikir lebih lama. 
Namun realitannya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di 
Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pembunuhan. Hal tersebut menjadi 
suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak 
hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku 
tindak pidana. 
Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya 
seorang  suami membunuh seorang istri karena dilandaskan dendam semata atau 
seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri. 
Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam 
praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada 
pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah 
adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di dalam hubungan rumah tangga, 
yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat 
melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur 
dalam KUHP Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah 
tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim seyogyanya 
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konsisten dan disparitasnya tidak terlalu besar dalam memutus perkara yang serupa 
termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan.23 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang 
mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Ketentuan pidana 
dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut : Barangsiapa yang dengan sengaja dan 
dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan 
pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup 
atau sementara maksimum dua puluh tahun. Dalam rumusan delik ini dapat 
disimpulkan unsur-unsur adalah : 
- Barangsiapa  
- Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu 
- Merampas jiwa orang lain. 
Delik yang memenuhi ketiga unsur ini diberi nama atau kwalitas pembunuhan 
berencana. Rumusan delik ini, merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik 
atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum ialah pembunuhan yang 
dirumuskan pada pasal 38 KUHPidana sebagai berikut :  
“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan 
pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun” 
                                                             
23Jurnal Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga 
(Studi Di Pengadilan Negeri Sleman) http://e-journal.uajy.ac.id/11154/1/Jurnal.pdf di akses pada 
tanggal 21 Februari 2019 Pukul 14.30 WITA 
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S. R. Sianturi memberikan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 336 ini pada 
dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 s.d 349. 
Artinya pada pasalpasal berikutnya selaku harus ternyata ada orang lain yang 
terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau 
meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau 
adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena 
sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya, misalnya itu masih berupa janin 
atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya 
apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat 
dikembalikan kepada pasal 338 Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya 
ialah : 
- Barangsiapa 
- Dengan sengaja 
- Merampas jiwa orang lain Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. 24 
Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak 
pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan 
perbuatan maupun pada objek perbuatan. 
                                                             
24S. R. Sianturi  Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni A. H. M. (Jakarta: PT. 
HM 1983) h. 489. 
34 
 
 
 
Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur 
berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek 
ialah seorang anak yang baru lahir. Adanya unsur sengaja dikatakan : unsur sengaja 
meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya 
seseorang dengan tindakannya itu. Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan: Dalam 
kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan 
sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai 
kemungkinan. Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena 
memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan 
ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk 
mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang 
dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan 
perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan 
saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan 
kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan 
pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.25 
2. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan 
tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. 
                                                             
25Ewis Meywan Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016 
35 
 
 
 
Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang 
paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, 
Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada 
tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada 
sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga 
tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.26 
Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan 
berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh 
kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang 
bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya 
pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 
ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman 
pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 
338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu 
itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 
338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih 
dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka 
                                                             
26https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses Pada tanggal 16 Juni 2018, 
Pukul 12.20 
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pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri 
(een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam 
bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai 
atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 
tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan 
saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. 
Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. Apalagi pembunuhan 
berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus 
yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan 
dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang 
seluruh unsur Pasal 338. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU 
sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.  
Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa 
(Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut 
pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan 
di muka. Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 syarat/unsur, yaitu: 
a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 
pelaksanaan kehendak; 
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c.  Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan 
kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak 
untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. 
 Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, 
tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah 
sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirnya dan 
dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran danpertimbangan 
seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan 
dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan 
dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskankehendak untuk berbuat. Sedangkan 
perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.27 
Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya 
kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini 
adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan 
bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, 
karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena 
tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang 
tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi 
menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk 
membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih 
                                                             
27Adami Chazawi Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada 2007) h. 25 
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tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan 
pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa 
dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) 
bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya 
bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk 
menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan 
untuk memikirkan rekayasa.  
Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan 
untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain 
sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak 
orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan 
pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut 
yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu 
sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, 
suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka 
sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Pengertian “dengan 
direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP 
diutarakan, antara lain: 
“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan 
tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku 
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berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan 
sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”28 
 
 Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya 
keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu 
ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah 
pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana. Adanya pendapat 
yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan 
bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana 
diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk 
opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:29 
a. “Opzet” nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu; 
b. Dan setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, 
maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm 
waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang 
tenang, 
c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu 
memerlukan jangka waktu yang agak lama. 
Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih 
dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya 
direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya 
                                                             
28Marpaung Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005) h. 31 
29Adami Chazawi Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada 2007) h. 85 
40 
 
 
 
kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui 
syaratsyarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan 
syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan 
rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 
338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya 
unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah 
dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak 
sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah 
bagian dari direncakan terlebih dahulu. Umumnya pembunuhan dengan racun 
merupakan moord atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan 
bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan 
dengan menggunakan bom (rakitan).30 
Contoh “seseorang memasukkan racun sianida ke sebuah jus, lalu menyerahkan 
kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas 
pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir 
dimasukkan ke mana. Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus 
pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, 
misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. 
 
                                                             
30Marpaung Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005) h. 42 
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C. Pandangan Islam mengenai larangan melakukan Pembunuhan terhadap 
seseorang 
Didalam masyarakat kita tentu kasus pembunuhan bukan hal yang asing lagi 
kita dengar terjadi, banyak yang melakukan hal keji tersebut degan maksud 
membalaskan dendam yang berujung dengan kematian seseorang tanpa mereka sadari 
bahwa segala hal telah diatur oleh Hukum di negara kita, bahwa semua perbuatan 
akan ada balasannya, seperti juga didalam agam Islam, banyak yang beranggapan 
bahkan mengklaim bahwa Islam itu agama yang brutal, agama yang begitu mudahnya 
membunuh seseorang yang berlainan keyakinan dengan dalil kafir, sehingga 
darahnya halal dan tidak ada dosa bagi pelaku. Akibatnya muncullah sebuah 
pengkleiman terhadap Islam sebagai agama teroris. Namun perlu digaris bawahi, itu 
hanyalah sekelompok orang yang mempunyai penafsiran yang menyimpan di dalam 
Islam. Karena pada kenyataannya tidaklah seperti itu ajaran Islam yang sebenarnya. 
Dapat kita lihat sebuah ayat al-Qur’an yang mengatakan31: 
 “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”32. (QS. al-Maa’idah : 
32) 
 
                                                             
31https://harkaman01.wordpress.com/2013/01/02/hukum-membunuh-di-dalam-
islam/comment-page-1/ di akses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 13.50 WITA 
32Al Quran dan Terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 32 
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            Sungguh sangat menyedihkan dewasa ini, kerap kali ditemukan pembunuhan 
terhadap jiwa-jiwa yang tidak berdosa demi kepentingannya sendiri. Sedang dalam 
Islam ditegaskan bahwa membunuh jiwa yang tidak berdosa itu sama halnya dengan 
membunuh semua manusia, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jikalau 
membunuh seorang muslim yang tidak berdosa. Dosanya seperti apa? Atau mungkin 
sama halnya ketika membunuh Malaikat, atau membunuh manusia suci seperti Nabi. 
            Dengan mudahnya pertumpahan darah terjadi, permasalahan kecil berujung 
pada perpecahan dan pembantaian. Kita saksiskan konflik syi’ah-sunni, yang hingga 
akhirnya menelang banyak korban, berapa banyak anak yang cacat, perempuan-
perempuan banyak yang jadi janda dan lain-lain. Hanya sebuah kesalahpahaman di 
antara mereka sehingga melupakan aturan agama. 
 “dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”33 (QS. An-Nisa: 
93) 
         Ayat ini secara jelas membuktikan bahwa ajaran agama Islam sangat tidak 
mendukung adanya aksi pembunuhan, bahkan Allah memberi ancaman yang sangat 
keras bagi orang yang telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap orang 
lain dalam bentuk apapun, ancamannya jelas bahwa Allah akan menjebloskannya ke 
Api Neraka Jahannam, dimana Neraka jahannam adalah siksaan nomor satu paling 
kejam dan Apinya paling Panas di alam Neraka sana.34 
                                                             
33Al Quran dan Terjemahan, Surat An-Nisa Ayat 93 
34http://duniakampus7.blogspot.com/2016/01/dalil-al-quran-larangan-membunuh-
orang.html?m=1 di akses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 14.12 WITA 
43 
 
 
 
Jikalau kita menyaksikan pembunuhan atas nama agama Islam tanpa ada 
alasan benar, maka itu hanyalah penumpang gelap dalam Islam. Sesungguhnya dia itu 
bukan umat Muhammad, bukanlah seorang Muslim. Karena sangat bertentangan 
dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Misalnya kasus pemboman Bali, ini bukan 
sebuah perbuatan membela agama, justru ini melecehkan agama. Pada kenyataannya 
korban pemboman tersebut juga menelan banyak Muslim yang tidak berdosa. Kalau 
ingin berjihad kenapa tidak membom tentara Izrael yang begitu jelas membantai umat 
Islam di Palestina, kenapa hanya menjadi saksi atas peristiwa yang menimpah 
saudara-saudara kita di sana. Sedang di Bali itu tidak memberi pengaruh terhadap 
agama Islam. Kalau berdalih bahwa di sana banyak yang melakukan perbuatan dosa, 
semestinya tidak membunuh, beri peringatan dan pengajaran serta jangan ikutkan 
saudara kita menderita. Ini sebuah kekeliruan besar tentang pengamatan dan 
pemaknaan jihad yang sebenarnya. 
            Saya ingin kembali mengingat peristiwa pembunuhan manusia pertama. Kisah 
tentang Qabil dan Habil. Semoga peristiwa tersebut bisa menjadi contoh buat 
manusia saat ini. Di dalam al-Qur’an telah diceritakan bahwa setelah Qabil 
membunuh saudaranya Habil, dia sangat menyesal. 
Dari peristiwa tersebut mengingatkan bahwa setiap masalah tidak harus 
diselesaikan dengan cara pembunuhan. Berapa banyak sadara kita menjadi korban 
pembunuhan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Islam sendiri 
sangat mengharagai nyawa seseorang dan harus dipelihara, bukan hanya itu harus 
dijaga pula. Ini dapat kita lihat terhadap keringanan yang diberikan pada orang 
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sedang berpuasa boleh berbuka dan tidak berpuasa ketika berada dalam perjalanan. 
Tidak hanya itu ketika merasa lapar dan bisa menyebabkan kematian sedang tidak 
ada makanan yang haram seperti anjing dan babi. Maka makanan yang haram 
tersebut tidak menjadi masalah demi mempertahankan kehidupan atau menyabung 
nyawa. Islam sendiri menghimbau kepada kita agar tidak membawa diri sendiri 
kepada hal-hal yang dapat membinasakan35 
                                                             
35https://harkaman01.wordpress.com/2013/01/02/hukum-membunuh-di-dalam-
islam/comment-page-1/ di Akses pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 09.20 WITA 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan 
Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang 
digunakan dalam suatu penilitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan 
perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, 
sedangkan metode pendekatan empris merupakan kerangka pembuktian atau 
pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, sehingga yang dimaksud dengan 
Yuridis-Empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada 
kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan kenyataan hukum dalam 
praktek yang dijalankan oleh Pengadilan penelitian yang menjelaskan pandangan 
mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 
190/Pid.B/2015/PN.Sgm). 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten 
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penunjukan secara purposive 
(langsung), dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah karena penulis berdomisili 
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di Kabupaten Gowa untuk akses mendapatkan informasi terkait kasus tersebut lebih 
mudah dan terjangkau.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang melihat secara yuridis (hukum), apakah 
pelaksanaan dan pola pelaksanaan bantuaan hukum bagia anak sudah sesuai atau 
tidak dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan tujuan 
mendapatkan suatu gambaran dan situasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di 
Kabupaten Gowa. 
Selain Pendekatan yuridis, maka disini penelitian juga akan melakukan 
pendekatan sosiologis, dengan tujuan merujuk langsung kepada para pihak yang 
berperkara di pengadilan tersebut, guna mencari informasi yang lebih lanjut serta 
yang lebih efektif terkait dengan Pengaturan Hukum, Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di 
Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm). 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu 
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan 
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dengan sasaran penelitian. data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang 
dimiliki dari Pengadilan Negeri Sugguminasa sesuai bahan yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini.  Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya 
dilakukan inventarisasi data, pengilahan data, dan analisis data. 
2. Sumber Data 
Sumber yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah 
responden yang disebut narasumber penelitian. narasumber ini diambil dengan cara 
tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap B. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview (wawancara). 
Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung 
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari narasumber.  
Adapun narasumber yang diwawancarai yakni hakim aktif dan pegawai di 
Pengadilan Negeri Sumngguminasa. 
Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan 
cara memperhatikan langsung terkait objek penelitian. 
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2. Wawancara  
Dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
3. Dokumentasi 
Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
D. Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian itu sendiri. Guna melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 
amalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan  atas semua nantinya. Agar 
validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas insrtumen pengumpulan data. 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Pengamatan (Observation), yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat 
guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-
masyarakat tertentu. 
2. Pedoman wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face 
to face), yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 
kepada seseorang responden.22 
 
                                                           
22Amiruddin dan H. Zainal Asikin .Pengantar Metode Penelitian Hukum .Cet:I 
(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2004) h.68-82 
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3. Data dokumentasi, adalah.catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
E. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara: 
1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data, yaitu mengumulkan data dengan cara memasukkan data dalam 
sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi 
dan disajikan. 
Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data tersebut akan di analisa kedalam analisis kualitatif yang 
merupakan teknik pengelolaan data kualitatif  (kata-kata) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisa teoritik. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang obyektif. Maksudnya bahwa suatuu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
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Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil 
penelitian,dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Tetapi  
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa
1. Profil Pengadilan Negeri Sungguminasa
Pengadilan Negeri Sungguminasa berlokasi di Jl. Usman Salengke No. 103
Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Kabupaten Gowa yang berada pada 119.3773º Bujur Barat dan 120.0317º Bujur
Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º Lintang Selatan, dengan
batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatassan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
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b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba
dan Kabupaten Bantaeng;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten
Jeneponto; dan
d. Sebelah Barat berbatasab dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan
belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan
Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran
rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar
merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa
35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah
Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa
dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas
daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan
panjang 90 km.1
2. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di
sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
1http://pn-sungguminasa.go.id diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 20:45 WITA
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Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan
Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang.
Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis “Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara,
dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3),
sehingga wilayahnya meliputi :1. Daerah Tingkat II Mamudju,2. Daerah Tingkat II
Madjene,3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,4. Daerah Tingkat II Tana Toradja,5.
Daerah Tingkat II Pinrang,6. Daerah Tingkat II Enrekang,7. Daerah Tingkat II
Sidenreng-Rappang,8. Daerah Tingkat II Soppeng,9. Daerah Tingkat II Barru,10.
Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan,11. Daerah Tingkat II Maros,12.
Daerah Tingkat II Gowa,13. Daerah Tingkat II Takalar,14. Daerah Tingkat II
Jeneponto,15. Daerah Tingkat II Bantaeng,16. Daerah Tingkat II Bulukumba,17.
Daerah Tingkat II Selayar,18. Daerah Tingkat II Sinjai,19. Daerah Tingkat II
Bone,20. Daerah Tingkat II Wajo,21. Daerah Tingkat II Luwu, 22. Kotapraja Pare-
Pare dan, 23. Kotapraja Makassar.” Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri
Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan
Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II”
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Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor
Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di
kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya
menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri
Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor
Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan
Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-
Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah
Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan
Makassar sampai dengan tahun 1970-an.
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung
Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari
2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan
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Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri
Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri
Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari
Kelas II menjadi Kelas . Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri
Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir
Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005.
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I A berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Februari 2017 Nomor 37
/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan
Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas
IA.
3. Tugas dan Fungsi
a. Ketua Pengadilan
Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas
dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim
maupun seluruh karyawan Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam
melakukan pengawasan atas :-Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para
Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; -
Masalah-masalah yang timbul;-Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat
Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;-Masalah eksekusi yang
berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah
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Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas
perkara Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak
mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar
biaya perkara)
b. Wakil Ketua Pengadilan
Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili ketua bila berhalangan
Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk
mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja
dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
c. Hakim
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
semua perkara yang diajukan kepadanya, dalam perkara perdata, hakim harus
membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-
hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan
d. Panitera
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan
surat-surat yang berkaitan dengan perkara. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan
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pengawasan pelaksanaan tugasdalam pemberian dukungan dibidang teknis,
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksananaan pengelolaan
administrasi perkara pidana, pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus,
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN
dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
dan perundang- undangan ,minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;,
pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan,
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
e. Jurusita
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, Jurusita
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Jurusita membuat berita
acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.2
B. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten
Gowa
1. Posisi Kasus
2http://pn-sungguminasa.go.id diakses pada tanggal 05 September 2018 pukul 20:45 WITA
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Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :
Terdakwa 1
Nama : Sele Bin Abbas Dg Rewa
Tempat Lahir : Kalukuboddo
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kalukuboddo Desa Kalukuboddo Kec.
Bontonompo Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa 2
Nama : Abbas Alias Abba Bin Arsyad
Tempat Lahir : Kalukuboddo
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/04 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kalukuboddo Desa Kalukuboddo Kec.
Bontonompo Kab. Gowa
Agama : Islam
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Pekerjaan : Wiraswasta.
Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2015 sampaidengan tanggal 15 April;
2. Penyidik Perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai
dengan tanggal 25 Mei 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli
2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 juli 2015 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang
pertama, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November
2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang
kedua, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan 5 Desember 2015;
Duduk Perkaranya
Bahwa terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias
Abba Bin Arsyad bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam
16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2015,
bertempat di Kp. Pabbundukang, Desa Pabbundukang, Kec. Bontonompo selatan
Kab. Gowa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah
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hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan, sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa
orang lain” yakni Annas Dg Naba, perbuatan mana dilakukan para terdakwa tersebut
dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa awalnya terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa mengendarai sepeda
moto honda beat warna hijau putih dengan dibonceng oleh terdakwa 2. Abbas
alias Abba Bin Arsyad dari rumah terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa di
Kp. Kalukuboddo desa Kalukuboddo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar,
menuju kerumah marawiyah Dg Ngasi untuk membeli ikan bakar, setelah
sampai dirumah Marawiyah Dg Ngasi, Terdakwa 1 masuk ke kolom
rumahnya dan bertemu dengan marawiyah dg ngasi kemudian menyuruhnya
untuk makan, namun pada saat itu terdakwa 1 hanya tidur dibalai-balai
dibawah kolom rumahnya dan berselang sekitar 1 jam kemudian, terdakwa 1
terbangun untuk mencuci muka, setelah itu terdakwa 2 mengambil sepeda
motornya, saat meninggalkan rumah dan hendak naik ke jalan aspal tiba-tiba
sepeda motor yang terdakwa 2 kendarai menabrak bagian depan kawasaki
ninja warna putih hitam dari arah selatan yang dikendarai oleh korban Annas
Dg Naba, lalu kemudian terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa, langsung
mendekati korban Annas Dg Naba dari jarak sekira hanya kurang 1 meter
dengan posisi saling berhadapan, terdakwa 1 langsung mengeluarkan parang
bersama sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya, lalu mencabut
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parang tersebut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu
kemudian parang tersebut terdakwa 1 tebaskan kearah pergelangan tangan
kanan korban Annas Dg Naba sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan
pergelangan tangan kanan korban Annas Dg Naba menjadi putus, setelah itu
korban melarikan diri sambil berteriak dengan mengatakan “Tolong saya!”
lalu terdakwa 1 mengejar lagi dengan menggunakan parang, kemudian sampai
sekira 30 (tiga puluh) Meter, korban terjatuh terlentang menghadap kebawah
dengan posisi wajah menghadap ketanah, setelah terjatuh lalu terdakwa 1.
Sele Bin Abbas Dg Rewa menebas lagi atau memarangi kepala bagian
belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban
sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban.
- Bahwa dalam perbuatan tersebut terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa turut
serta dibantu oleh terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin Arsyad saat sebelum
kejadian berperan dengan sengaja menabrakkan sepeda motor yang
dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Annas Dg
Naba, lalu kemudian terdakwa 1 langsung mendatangi korban Annas Dg
Naba, lalu melakukan perbuatan tersebut dengan cara menebas pergelangan
tangan kanan korban, kepala bagian belakang korban dan juga menikam
punggung korban, setelah terdakwa 2 kembali berperan menyediakan
kendaraan dengan membonceng terdakwa 1 untuk pergi melarikan diri dan
sembunyi-sembunyi bersama-sama
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- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, korban meninggal dunia sesuai
dengan hasil visum Et Repertum No. 25/445/RSUD-VER/III/2015 tanggal 31
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter Rumah
sakit umum daerah H. Padjonga Dg Ngalle, Kab. Takalar. Sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara.
Menimbang, bahwa para para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair : Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP
Subsidair : Perbuatan Para terdakwa diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal
338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut
1. Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas
Alias Abba Bin Arsyad bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan
dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan primair yaitu
melanggar 340 KUHP jo. 55 ayat ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa
selama 18 (delapan belas) tahun dan terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin
Arsyad selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
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3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar baju kaos
warna abu-abu yang terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki
nija warna putih hitam dengan No. Pol DD 6666 LZ dikembalikan kepada
yang berhak/ahli waris dari korban dan 1 (satu) unit sepeda motor matic
honda beat hitam dengan No Pol DD 44884 S dirampas untuk negara serta 1
(satu) bilah parang panjang yang berukuran sekitar 50 cm dan lebar 3 cm
warna putih stenlis, gagang terbuar dari kayu berwarna coklat dililit dengan
karet warna hitam dan terdapat noda darah, dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
C. Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-
sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amiruddin Mahmud, selaku
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan menangani kasus
tindak pidana pembunuhan berencana mengatakan bahwa “Kasus pembunuhan
berencana sebenarnya belum banyak terjadi di Kabupaten Gowa, mungkin saja yang
menjadi penyebabnya adalah kultur masyarakat kabupaten gowa masih memegang
rasa persaudaraan yang membuat hal sekeji itu masih di fikirikan matang-matang
terlebih dahulu sebelum dilakukan, meskipun demikian sebagai upaya Preventif yang
sebaiknya dilakukan adalah tetap berfikir bahwa negara kita adalah negara hukum
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yang dimana segala tindak pidana telah di atur dalam KUHP maupun Undang-
Undang sehingga ada kontrol terhadap setiap tindakan”3
Berdasarkan hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi,
keterangan para terdakwa, majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa yang
memeriksa dan memutus mepertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut;
Ad.1. Unsur Barang siapa
Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan
apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau nukan dalam suatu
rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, majelis hakim
walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang
siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan ataupun Memorie van teolichting
jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek
Hukum;
Menimbang, bahwa para terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa
keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah diri
para terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin
Arsyad, adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa
dipersidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa;
Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
penuntu umum telah menghadap dua orang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa
3Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin Mahmud, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Tanggal 04 September 2018, Pukul 08.30.
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1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad, dimana
kedua terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan
yangdilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya
sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntu umum, dengan demikian orang yang
dimaksud adalah benar para terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (error in
Persona);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbngan tersebut diatas menurut
pendapat majelis hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;
Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan
direncakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak
untuk mewujudkan suatu tindak pidana dana akibat hukumnya harus dilakukan
dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya
berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak
pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menetukan sikap batin
seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang
yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit
untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-
lebih bagaimanakan keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak
pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan
lahir yang tampak dari luar, dengan cara majelis hakim harus mengobyektifkan
adanya unsur kesengajaan itu, dengan pedoman pada teori ilmu pengethaun hukum,
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untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu
sebab ataukan akibat dari suatu perisgtiwa pidana yang mesti didalaminya;
Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur
sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, tori
kehendak (wills Thoerie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori Pengetahuan atau
membayangkan (Voorstilings Theories) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyanto,
S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak
dengan sendirinya diliputi pengetahuan atau gambaran. Dimana apabila seseorang
menghendaki suatu dengan sendrinya diliputi pengetahuan artinya seseorang untuk
menghendaki sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud;
Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau Opzet adalah
kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti
yangdilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini unsur
kesengajaan ini memang diinginkan atau dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia
mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
akibat sebagaimana dikehendaki (Willens en wetten);
Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, usnur dengan sengaja dalam
pasal 340 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai Ofzet
als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai Opzet bij
zekerheidbewustzijn (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai Opzet bij
mogelijheidsbewustzijin (sengaja sebagai kemungkinan);
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Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah
ditafsirkan secara gramatikal, menurut kamus besar bahasa Indonesia, merampas
adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi
hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia,
binatang dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum
SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain
adalah memukul, menedang kemaluan, menusuk, menyembeli, menembak,
menyetrom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracuni, menenggelamkan,
menjatuhkan daru suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan
sampai mati. Dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian
seseorang dalam penerapan Pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;
Menimbang, bahwa apakah merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan
oleh para terdakwa dengan direncakan terlebih dahulu, menurut praktik peradilan
suatu rencana terjadi apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu
tindak pidana dengan pelaksanannya itu masih ada waktu bagi para pelaku untuk
dengan tenang memikirkannya, sedangkan menurut jurisprudensi perlu adanya suatu
tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan
pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dari akibat-
akibat dari perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk
berfikir;
Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka untuk
menentukan apakah benar para terdakwa telah merencanakan dan atau menggerakkan
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orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntu
umum, harus diperhtaikan syarat-syarat tertentu, yakni:
a. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan
yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana;
b. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnyan harus dibangkitkan;
c. Orang yang bergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh penggerak
untuk mrlakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya melakukan percobaan
ke arah itu, karena itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayanya itu
haruslah terwujud secara nyata kedalam perbuatan;
d. Orang yang tergerak harus dapat dimintai tanggung jawab pidana;
Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap
dipersidangan bahwa awalnya terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa mengendarai
sepeda moto honda beat warna hijau putih dengan dibonceng oleh terdakwa 2. Abbas
alias Abba Bin Arsyad dari rumah terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa di Kp.
Kalukuboddo desa Kalukuboddo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar, menuju
kerumah marawiyah Dg Ngasi untuk membeli ikan bakar, setelah sampai dirumah
Marawiyah Dg Ngasi, Terdakwa 1 masuk ke kolom rumahnya dan bertemu dengan
marawiyah dg ngasi kemudian menyuruhnya untuk makan, namun pada saat itu
terdakwa 1 hanya tidur dibalai-balai dibawah kolom rumahnya dan berselang sekitar
1 jam kemudian, terdakwa 1 terbangun untuk mencuci muka, setelah itu terdakwa 2
mengambil sepeda motornya, saat meninggalkan rumah dan hendak naik ke jalan
aspal tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa 2 kendarai menabrak bagian depan
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kawasaki ninja warna putih hitam dari arah selatan yang dikendarai oleh korban
Annas Dg Naba, lalu kemudian terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa, langsung
mendekati korban Annas Dg Naba dari jarak sekira hanya kurang 1 meter dengan
posisi saling berhadapan, terdakwa 1 langsung mengeluarkan parang bersama
sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya, lalu mencabut parang tersebut
dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian parang
tersebut terdakwa 1 tebaskan kearah pergelangan tangan kanan korban Annas Dg
Naba sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan
korban Annas Dg Naba menjadi putus, setelah itu korban melarikan diri sambil
berteriak dengan mengatakan “Tolong saya!” kepada saksi Asram Bin Amsili Udu,
tetapi karena ia sedang bersama anak perempuannya yang ketakutkan, saksi asram
tidak menolong dan langsung meninggalkan lokasi kejadian karena takut karena dari
arah belakang korban terdakwa 1 mengejar lagi dengan menggunakan parang,
kemudian sampai sekira 30 (tiga puluh) Meter, korban terjatuh terlentang menghadap
kebawah dengan posisi wajah menghadap ketanah, setelah terjatuh lalu terdakwa 1.
Sele Bin Abbas Dg Rewa menebas lagi atau memarangi kepala bagian belakang
korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban sebanyak 1 (satu)
kali dan juga menikam punggung korban.
Bahwa dalam perbuatan tersebut terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa turut
serta dibantu oleh terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin Arsyad saat sebelum kejadian
berperan dengan sengaja menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya dengan
sepeda motor yang dikendarai oleh korban Annas Dg Naba, lalu kemudian terdakwa
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1 langsung mendatangi korban Annas Dg Naba, lalu melakukan perbuatan tersebut
dengan cara menebas pergelangan tangan kanan korban, kepala bagian belakang
korban dan juga menikam punggung korban, setelah terdakwa 2 kembali berperan
menyediakan kendaraan dengan membonceng terdakwa 1 untuk pergi melarikan diri
dan sembunyi-sembunyi bersama-sama
Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, korban meninggal dunia sesuai
dengan hasil visum Et Repertum No. 25/445/RSUD-VER/III/2015 tanggal 31 Maret
2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter Rumah sakit umum
daerah H. Padjonga Dg Ngalle, Kab. Takalar. Dengan hasil pemeriksaan telah
diperiksa seorang laki-laki, usia 26 Tahun bernama Annas Dg Naba dan ditemukan
luka-luka:
- Kaku Mayat : Belum ada;
- Lebam mayat : Tampak Lebam pada punggung;
- Kepala : Tampak Robek pada kepala sebelah kiri ukuran panjang tiga
centimeter lebar empat belas centimeter, tampak luka iris tulang tengkorak
kepala sebelah kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma
centimeter dalam sepuluh centimeter;
- Anggota gerak : Pergelangan tangan kanan putus;
Kesimpulan: luka diatas diakibatkan persentuhan benda tajam penyebab pasti
kematian tidak biasa tersebut karena tidak dilakukan bedah mayat;
Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum para
terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1) Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana adalah diawali dengan terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang terjafi antara korban dengan terdakwa 2, dimana
pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa 1 berada di dekat
lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dan sedang berpesta minuman keras;
2) Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka terungkap pula bahwa tindak pidana
yang terjadi bukanlah merupakan suatu yang telah direncanakan oleh para
terdakwa;
3) Bahwa perbuatan antara terdakwa 1 dan 2 merupakan suatu kejadian yang
masing-masing berdiri sendiri yang tidak saling berkaitan secara langsung;
Menimbang, bahwa dari fakta hukum disimpulkan oleh penasihat hukum para
terdakwa diatas saja sudah cukup untuk memenuhi unsur perencanaan, dimana
terdapat jeda waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk berfikir sejenak mengenai
cara dan akibat ditimbulkan perbuatannya bagi korban, yaitu ada jeda waktu antara
kecelakaan lalu lintas dengan kejadian pembacokan atau penikaman kepada korban;
Menimbang, bahwa apabila ditinjau lebih dalam lagi dengan merangkaikan
berbagai peristiwa hukum sebelum terjadinya penikaman tersebut secara berturut-
turut, yaitu:
- Bahwa perselisihan antara korban dengan saudara dari para terdakwa
bernama Dg Kulle beberapa waktu sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa berada di dekat lokasi kejadian, yaitu rumah saksi Dg
Ngasi lebih dari 3 (tiga) jam setelah selesai acara minum ballo, dalam
keadaan gelisah dan mondar-mandir seperti sedang menunggu sesuatu
72
sampai sempat tertidur di balai-balai, padahal orang-orang yang ditemani
minum sudang pulang;
- Bahwa para terdakwa datang ditempat minum ballo didekat lokasi
kejadian yang biasa dilewati korban, lokasi mana cukup jauh dari rumah
para terdakwa di Takalar dan dengan membawa senjata tajam berupa
parang atau kelewang;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan motor antara terdakwa 2 dengan
korban, korban sudah pernah lewat di jalan tersebut dan diteriaki oleh
terdakwa 1 karena dianggap suara motornya terlalu keras hingga
mengganggu;
- Bahwa tabrakan antara korban dengan terdakwa 2 bukanlah kecelakaan
melainkan kesengajaan dari terdakwa 2 agar jatuh dan terdakwa 1 dapat
melaksanakan perbuatannya membacok korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 pula yang membonceng terdakwa 1 pergi
dari lokasi kejadian dan melarikan diri ke Kabupaten Bone selama 5
(lima) hari sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian.
Berdasarkan urutan kejadian tersebut, majelis hakim berpendapat unsur “dengan
dengaja dan direncakan terlebih dahulu” ini telah terpenuhi dalam perbuatan para
terdakwa;
Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain.
Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah
ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus besar bahasa indonesia merampas
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adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberian
hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusi,
binatang dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum
SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain
adalah: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembeli, menembak,
menyetrom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracuni, menenggelamkan,
menjatuhkan daru suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan
sampai mati. Dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian
seseorang dalam penerapan Pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;
Menimbang, bahwa ternyata akibat perbuatan terdakwa tersebut telah
mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Sehingga unsur inipun terpenuhi
pula oleh terdakwa;
Ad. 4 Unsur Secara bersama-sama.
Menimbang, bahwa dakwaan penuntu umum di Juncto kan dengan pasal 55
Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “melakukan” yang menyuruh melakukan dan
turut serta melakukan suatu perbuatan”;
Menimbang, bahwa mengenai peran serta para terdakwa dalam dakwaan
penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Turut serta”
atau yang dikenal sebagai pleaku “bersama-sama” dimana agar dipenuhi unsur
tersebut maka haruslah terdapat keinsyafan bersama diantara para pelaku. Bersama-
sama maksudnya adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu
dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan
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sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada
kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja
sama itu dilakukan berdasarkan perjanjin yang dinyatakan secara tegas sebelumnya
tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa
mereka itu bekerja bersama. Dengan demikian secara objektif unsur turut serta dilihat
dari perbuatan para terdakwa sedemikian rupa sehingga saling berkaitan satu sa,a
lainnya yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dalam hal
delik formal atau tedapat salah satu unsur perbuatan yang dilarang dalam hal delik
materiil;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama telah
terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur padal 340 KUHP Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi
menurut hukum, maka perbuatan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara
bersama-sama”
Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya
tersebut.
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para
terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna
abu-abu terdapat noda darah dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna
putih hitam DD 6666 LZ milik korban Annas Dg Naba, karena merupakan barang
yang masih mempunyai nilai ekonomis bagi keluarganya, maka ditetapkan untuk
dikembalikan kepada yang berhak yaitu, saksi Rahmawati Dg Tene istri almarhum
korban Annas Dg Naba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor
honda beat warna hitam putih DD 4884 S milik terdakwa 2, meskipun merupakan
kendaraan untuk menghadang korban, penghadangan mana bukan bukan merupakan
perbuatan yang dituju langsung atas hilangnya nyawa korban, sehingga kendaraan
tersebut bukanlah termasuk alat kejahatan pembunuhan itu sendiri maka ditetapkan
untuk dikembalikan kepada terdakwa 2, adapun barang bukti berupa 1 (satu) bilah
parang ukuran 50 cm warna putih stenlis gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit
karet warna hitam terdapat noda darah, karena nyata-nyata merupakan alat untuk
melakukan pembunuhan tersebut dan karena sifatnya yang berbahaya bagi
masyarakat makan ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri
dan perbuatan para terdakwa, yaitu:
Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa 1 sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa atau
penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
Keadaan yang meringankan:
- Para terdakwa berlaku sopan dan masih berusia muda;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-
pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Mengadili:
1. Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg rewa dan terdakwa 2. Abbas alias
Abba Bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama”sebagaimana dakwaan
primair Penuntut umum;
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2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg Rewa
selama 20 tahun dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa selama pemeriksaan perkara ini dikurangkan sepenuhnya dengan masa
pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa;
tersebut dan karena sifatnya yang berbahaya bagi masyarakat makan
ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah dan 1
(satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna putih hitam dengan No. Pol
DD 6666 LZ sikemblikan kepada yang berhak/ahli waris dari korban Annas
Dg Naba;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam No. Pol DD 4884 S
dikembalikan kepada terdakwa 2 Abbas Alias Abba Bin Arsyad;
- 1 (Satu) bilah panjang yang berukuran panjang sekitar 50 cm, lebar sekitar 3
cm, warna putih stenlis, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dililit
karet warna hitam dan terdapat noda darah, dirampas dan dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);
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D. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang
dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.
190/Pid.B/2015/PN.Sgm).
Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah
memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143
ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut
umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti
terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan
batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan
Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus
yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar
perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:
1. Unsur barang siapa
Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek
hukum berupa manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Unsur dengan Sengaja
79
Unsur opzettelijk dalam rumusan suatu ini harus diartikan bawah kesengajaan itu
ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang opzettelijk itu. Oleh karena unsur
sengaja ini dirumuskan dalampasal 338 KUHPidana dengan mendahului unsure
perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka disini harus diartikan bawah
petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap
matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang
dikehendakinya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.
3. Unsur menghilangkan nyawa orang
karena pembunuhan biasa Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan
bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materil. Delik materil adalah suatu
delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat
konsitutif/consitutief gevolog). Untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materil
secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan,
melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang
ataukah belum/tidak. Perbuatan menghilang nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif
dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari
sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun.
4. Unsur turut melakukan
Unsur turut melakukan atau medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai
ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat
dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap secara sempurna. Unsur turut
melakukan berarti suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut
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melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan uraian
kejadian dalam surat dakwaan, semua unsur pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1)
KUHPidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka
terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Mengenai tanggung
jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana
secara bersama-sama , terdakwa dibebani tanggung jawab yang sama dengan pelaku
lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang lain
yang sendirian melakukan tindak pidana (dader).
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa
penerapan ketentuan pidana materil pada perkara ini yakni pasal 338 Jo. Pasal 55
ayat (1) KUHPidana telah tepat.
proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya
terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang
menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang
harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa.
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti
yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa
tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain dari apa yang
dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat
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dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu
memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari
sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan
pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya.
Dalam Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm, proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu
berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang
digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti
yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan
tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majjelis Hakim berdasarkan
fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa
pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak
melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang
memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain
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dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap
keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para
terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan
menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat
memperbaiki perilakunya.
Tetapi, di dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa,
Penulis kurang sependapat dengan vonis Penuntut umum yang memberikan hukuman
penjara masing-masing untuk terdakwa I selama 18 tahun dan terdakwa II selama 15
tahun. Penulis lebih setuju terhadap pendapat majelis Hakim dengan alasan bahwa
perbuatan terdakwa I dianggap terlalu sadis yang setelah memotong pergelangan
tangan dan menikam korban beberapa kali dan juga, terdakwa I Terdakwa 1 sudah
pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa atau penganiayaan yang
mengakibatkan kematian Intinya menurut Penulis hukuman untuk terdakwa II sudah
sesuai tetapi seharusnya hukuman untuk terdakwa I bisa lebih berat lagi menurut
Penulis.
Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat
tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan
orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi
seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhdapa terjadinya
kejahatan serupa, Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-
undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah
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satu unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan
maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan pidana materil terhadap Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat 
dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. 
Yang sebagaimana telah terpenuhi unsur-unsur pidana sehingga perbuatan 
tersebut itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut: 
a) Unsur barang siapa  
b) Unsur dengan Sengaja  
c) Unsur menghilangkan nyawa orang 
d) Unsur turut melakukan 
2. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg 
Rewa selama 20 tahun dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 
tahun dengan pertimbangan pertimbangan, 
-  Keadaan yang memberatkan 
a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; 
b) Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya; 
c) Terdakwa 1 sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa 
atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian; 
- Keadaan yang meringankan: 
a) Para terdakwa berlaku sopan dan masih berusia muda; 
b) Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Dalam menjatuhkan putusan haruslahHakim tidak serta merta berdasar pada surat 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka 
untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari 
fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa 
dapat atau tidak dapat dipidana. 
2. Kepada pemerintah, dengan adanya kegiatan sosialisasi dibidang hukum kepada 
masyarakat dapat mengajarkan dan menghimbaukan kepada khalayak bahwa 
negara kita ini negara hukum apapun tindakan telah diatur oleh hukum, baik 
tindakan pidana maupun perdata, melihat kasus keji pemubuhan marak terjadi 
desa-desa sehingga perlu diadakan sosialisasi di daerah pedalaman yang rawan 
akan kasus tersebut. 
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 ABSTRAK  
Nama  :Hermansyah 
NIM  :10400114048 
Jurusan :Ilmu Hukum 
Fakultas  :Syariah dan Hukum 
Judul   :Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten 
Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm 
Dalam skripsi ini berdasarkan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa 
(Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm dengan mengemukakan sub masalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-
Sama di Kabupaten Gowa ? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa ? 
 Penelitian ini merupakan tipe penelitian langsung dengan menonjolkan 
pendekatan yuridis dan empiris, Sumber data primer dan sekunder, Data primer 
bersumber dari Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Data sekunder lainnya adalah 
buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan 
dengan sasaran penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa 
dengan metode deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam 
perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara 
Bersama-Sama di Kabupaten Gowa para terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, (2) 
Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi 
putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg 
rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara 
bersama-sama”sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum; Menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg Rewa selama 20 tahun dan terdakwa 
2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 tahun. 
Implikasi penelitian ini adalah Hakim tidak serta merta berdasar pada surat 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat 
bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk 
melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang 
timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dapat dipidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam 
suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 
dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang 
bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu 
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan 
yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat 
suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana 
hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi 
tindakan-tindakan tersebut. 
Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai 
mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang 
hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya 
perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang 
melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, adanya tindakan dari masyarakat terhadap 
pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian, merupakan awal lahirnya hukum 
pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai 
masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, 
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melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas di bidang hukum pidana. Oleh 
karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum 
pidana dapat didefenisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan 
perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana-
pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat 
satu antara satu dengan yang lainnya, yaitu : peraturan, perbuatan, pelaku, dan 
pidana.1 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 
Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak 
asasimanusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum 
danpemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan 
kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak 
pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat 
pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. 
KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam 
urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang 
sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di 
Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali 
untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati 
dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat 
                                                           
1Frans Maramis, Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers: 
2013) h. 1 
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menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di 
negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan. 
Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat  
perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat  
kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadi nya pembunuhan. Tindak  
pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam  
faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. 
Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat  
dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan  
kebudayaan manusia itu sendiri. 
Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja 
maupun  tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan 
perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika 
perbuatan  tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun 
direncanakan  terlebi dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih 
berat  dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada 
unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebidahulu. Pembunuhan berencana 
sesuai  Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, 
akan  tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu2 
(voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan  
pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang  
memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. 
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Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau 
pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada  
waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan  
setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu  
akan dilaksanakan.  
Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 
pembunuhan  itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah  
pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara  
bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang  
terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang  
(kondisi pelaku).  
Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang 
bagi  pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk  
menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan,  
sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah  oleh 
suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang  
pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan  
pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang  dalam 
suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa  seseorang 
ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu  juga 
dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaan nya pelaku akan lebih mudah membunuh 
korban. 
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Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “ Barang 
siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 
Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai 
pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa 
“pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena 
pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk 
undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang 
berdiri sendiri.  
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Kasus 
Pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Gowa dan sejauh mana penjatuhan 
sanksi kepada pelaku dan pengaturan hukum di indonesia mengenai pembunuhan 
berencana tersebut, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi 
Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)”  
B. Fokus dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Pengertian Tindak Pidana. 
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  Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah strafbaar 
feit. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan 
KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strfbaar feit  
ini sebagai tindak pidana. 
Stafbaar feit terdiri dari 3 kata2, yakni straf, baar dan feit. Dari 7 istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan 
dengan pidana dan hukum.perkataan Baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. 
Sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, 
sebagaimana dikatakannya bahwa,” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 
sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau 
dilanggar”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-
undang, antara lain KUHP.3  
Didalam KUHP tindak pidana atau delik dikelompokkan dalam 2 kelompok 
besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga. Kemudian, tindak pidana diklasifikasikan 
menjadi beberapa yaitu  Kejahatan dan Pelanggaran, Delik Formal (Formil) dan Delik 
Material (Materiil), Delik Dolus dan Delik Culpa, Delik Commissionis dan Delik 
                                                           
2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1(Jakarta: PT.Grafindo, 2002), h.69. 
3Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016),  h.55-59. 
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Ommisionis, Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan), dan Jenis Delik yang 
Lain.4 
b. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan 
tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. 
Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang 
paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, 
Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada 
tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada 
sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga 
tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.5 
c. Bersama sama melakukan tindak pidana (Deelneming) 
Kata deelmening Berasal dari kata Deelnemeen (belanda) yang diterjemahkan 
dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi penyertaan. Prof. 
Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam satu delik tersangkut 
beberapa orang atau lebi dari satu orang. Lebih tepat jika deelneming diartikan suatu 
                                                           
4Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58-62. 
5https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses Pada tanggal 16 Juni 2018, 
Pukul 12.20 
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delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal 
ini terkait dengan pertanggungjawaban.6 
2. Deskripsi Fokus 
Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah Tindak pidana terhadap nyawa 
seseorang yaitu tindak pidana pembunuhan yaitu suatu perbuatan yang dengan 
sengaja maupun  tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan 
perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika 
perbuatan  tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun 
direncanakan  terlebi dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih 
berat  dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada 
unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama 
di Kabupaten Gowa ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama 
di Kabupaten Gowa ? 
 
                                                           
6
Rahman Syamsuddin, Ismail Aris “Merajut hukum di indonesia” (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014) h. 210 
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D. Kajian Pustaka 
Penulis mengambil daru buku Frans Maramis yang berjudul “Hukum Pidana 
Umum dan Tertulis di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang hukum pidana 
umum dan tertulis di Indonesia yang merupakan bagian hukum pidana yang terletak 
dalam kitab UU Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum 
pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam UU di luar KUHPidana), dan yang 
tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik ketentuan 
umum maupun tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHPidana. 
Selanjutnya penulis mengambil dari buku Mahrus Ali yang berjudul “Dasar-
Dasar Hukum Pidana”. Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori 
dasar hukum pidana Indonesia, perkembangan hukum pidana yang telah terdapat 
dalam perundang-undangan pidana administrasi, perundang-undangan khusus, dan 
peraturan daerah, serta menganalisis hubungan antara bangunan atau asas-asas hukum 
dalam KUHP dengan asas-asas hukum dalam perundang-undangan pidana di luar 
KUHP. 
Marpaung Leden, dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap 
Nyawa Dan Tubuh” yang membahas mengenai Tindak pidana pembunuhan adalah 
suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun  tidak, menghilangkan nyawa orang 
lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak 
pada akibat hukum nya, ketika perbuatan  tindak pidana pembunuhan ini dilakukan 
dengan sengaja ataupun direncanakan  terlebi dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi 
pidana nya akan lebih berat  dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang 
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dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebidahulu, buku ini 
sangat cocok untuk jadi referensi dalam penulisan skripsi ini karena membahas secara 
langsung mengenai Pembunuhan Berencana yang penulis teliti 
Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Tubuh 
dan Nyawa” buku ini membahas mengenai Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu 
atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat 
ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Buku ini sangat 
cocok dijadikan salah satu referensi karena penulisan skripsi ini berhubungan 
langsung terhadap tindak pidana pelenyapan nyawa terhadap seseorang. 
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara Tindak 
Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di 
Kabupaten Gowa  
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara 
Bersama-Sama di Kabupaten Gowa  
2. Kegunaan Penelitian 
a. di harapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada pemerintah setempat 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana 
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Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten 
Gowa. 
b. Sebagai suatu sarana edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai 
perbuatan pembunuhan berencana memiliki sanksi yang tegas sehingga untuk 
melakukan itu harus memiliki pertimbangan yang tidak mencelakai dirinya 
sendiri maupun orang lain. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 
1.  Pengertian Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda 
dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.6 
 Selain dari penjelasan diatas ada beberapa istilah lain dari tindak pidana di 
antaranya delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, 
pelanggaran pidana, Criminal act, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak 
pidana itu sendiri.7 Menurut Prof. Dr. Sopo santoso dalam bukunya, Tindak pidana 
berarti suatu pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. 
Selanjutnya, dalam beberapa literatur hukum  dan perundang-undangan yang ada, ada 
beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit, 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Tindak Pidana, dapat di katakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan 
menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 
                                                             
6Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi I (Cet.I, Jakarta: PT.Grafindo, 
2002),  h.67. 
7Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.12. 
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tentang Hak Cipta, UU No.11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (diganti dengan UU No.31 Th.1999), dan perundang-undang lainnya. 
Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof.Dr.Wirjono 
Prodjodikoro, S.H 
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya : Mr. R. 
Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J van Schravendijk 
dalam buku pelajaran tentang hukum Indonesia, Prof. A Zainal Abidin, S.H 
dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah 
menggunakan istilah ini, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 
1950 (baca pasal 14 ayat 1) 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strfbaar feit. Istilah 
ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun 
juga beliau mengggukan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku 
Hukum Pidana 1”. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah seperti pada 
judul  buku beliau “Delik-Delik Percobaan Delik –Delik Penyertaan”, 
walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok  hukum 
pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja. 
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e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam 
buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana” begitu juga Schravendijk 
dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”. 
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang 
dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan 
Peledak (baca pasal 3) 
g. Perbuatan Pidana, suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk 
melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan 
hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik dalam perundang-
undangan  maupun peraturan daerah.8 
 Dari berbagai istilah diatas, peneliti berpendapat bahwa strafbaar feit atau 
tindak pidana merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum atau melanggar 
kepentingan orang lain. Yang mana dalam undang-undang perbuatan tersebut  adalah 
suatu  perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana bagi yang 
melanggarnya.   
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau 
sebagai9 : 
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. 
                                                             
8Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 
h.193. 
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.71.  
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Adapun alasan Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana  lebih 
tepat adalah : 
a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan 
itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan 
pada orangnya. 
b. larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang 
ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu 
(perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, 
melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 
hubungan erat. 
c. untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat 
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk 
pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) 
dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” 
menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika 
membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain 
sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.10 
                                                             
10Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.78. 
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 Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang berdasarkan pendapat 
para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Maksudnya ialah unsur 
tindak pidana ini berlandaskan pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum. 
 Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya.Keduanyan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).11 Menurut 
Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, unsur tindak pidana 
adalah : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan ) 
 Menurut R.Tresna sebagaimana defenisi beliau yang menyatakan bahwa, 
“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, 
yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan 
lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”,12maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara lain : 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 Vos merumuskan bahwa strafbaar  feit adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat 
ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
                                                             
11
 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014, h.193. 
12Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.72.  
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a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
 Kemudian, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
 Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah 
pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindakpidana tertentu dalam KUHP itu, maka 
dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan 
dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa 
unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar 
keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat 
perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. 
Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin 
atau melekat pada keadaan batin orangnya. Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana 
tersebut adalah : 
a. Unsur Tingkah Laku 
 Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.Unsur mutlak ini 
dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku 
merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan. 
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 Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau 
positif (handelen), juga dapat disebut perbuatan materiil (materiel feit) dan tingkah 
laku pasif atau negatif (natalen). 
 Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk 
mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan 
dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan 
membuat secara palsu (268).Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang 
unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan 
perbuatan pasif. 
 Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan 
(natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian 
tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu 
disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.13Contoh perbuatannya 
yaitu tidak memberikan pertolongan (531). 
 Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 
2 tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk 
tingkah laku kongkrit. 
 Yang dimaksud tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak 
dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak terbatas 
                                                             
13Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 
2002) h.83-84. 
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banyaknya. Contohnya perbuatan : menghilangkan nyawa (338), abstrak, terdiri 
banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya. Misalnya mencekik, 
menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya. 
 Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih 
kongkrit, misalnya mengambil (362, pencurian), memberi keterangan (242), 
mengedarkan (247), dan lain-lain. 
b. Unsur Melawan Hukum 
 Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu 
perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang 
(melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat (melawan hukum materiil/materiel wederrechtelijk).14Karena bersumber 
pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. 
 Namun, ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya 
disebutkan secara tegas didalam undang-undang.15 Contohnya, pasal 362 KUHP 
tentang Pencurian yang berbunyi16:  
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam 
karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak Sembilan ratus rupiah.” 
 
                                                             
14Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.86. 
15Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta,Rajawali Pers, 2016), h.14. 
16R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta, 2010), h.88. 
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 Dari sudut pandang undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai 
sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) 
dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya 
sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan 
perundang-undangan.  
 Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut 
dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya: 
1) Melawan Hukum (wederrechtelijk) , istilah inilah yang paling sering digunakan 
oleh pembentuk UU, misalnya dalam pasal 362, 368, 369, 372, 378. 
2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (zonder daartoe gerichtigd 
te zijn), misalnya pasal 548, 549c. 
3) Tanpa izin (zonder verlof), misalnya pada pasal 496, 520. 
4) Melampaui kekuasaannya (met over schrijding van sijne bevoegdheid),  
misalnya pada pasal 430. 
5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (zonder 
inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen), misalnya 
pada pasal 429. 
 Kelima istilah tersebut diatas merupakan pencantuman unsur melawan 
hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat. 
c. Unsur Kesalahan  
 Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin 
orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 
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pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian 
hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah:fout.17 
 Dalam hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa geen 
starafbaar feit zonder schuld, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.18Menurut hemat 
peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu 
tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah 
yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu 
tindak pidana. 
d. Unsur Akibat Konstitutif 
 Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil 
(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak 
pidana,(2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 
pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. 
 Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok 
tindak pidana,artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, 
yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat 
memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika 
syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana 
selesai. Misalnya pada pasal 288 jika akibat luka berat (ayat 2) tidak timbul, maka 
yang terjadi adalah berupa kejahatan yang selesai yakni bersetubuh dengan wanita 
                                                             
17Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 
89-90 
18Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 14. 
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yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka (bukan luka berat, ayat 1), dan 
bukan percobaan bersetubuh dengan wanita yang belum waktunnya dikawini yang 
menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, 
timbulnya akibat ialah setelah perbuatan dilakukan. 
e. Unsur Keadaan yang Menyertai 
 Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa 
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur 
keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat19: 
(1)  Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan 
yang menjadi unsur tindak pidana,misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan 
menurut pasal 285, 289, dan 368. 
(2)  Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, hal ini merupakan syarat 
untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan 
cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan, misalnya pada pasal 363 (1) 
sub 5 tentang cara-cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci 
palsu, atau pakaian jabatan palsu. 
(3)  Mengenai obyek tindak pidana, yakni berupa semua keadaan yang melekat pada 
atau mengenai obyek tindak pidana,misalnya unsur “milik orang lain”yang 
melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian (pasal 362). 
                                                             
19Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 103-106. 
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(4)  Mengenai subyek tindak pidana, yaitu segala keadaan dirisubyek tindak pidana, 
baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif adalah segala 
keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI 
(451). Sedangkan, yang bersifat subyektif adalah keadaan mengenai batin subyek 
hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (pasal 340, 353) 
(5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai segala 
keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidan, misalnya sebuah kediaman 
atau pekarangan yang tertutup yang ada ditempat kediaman (pasal 363 ayat 1 ke-
3) 
(6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu 
dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat mempemberat pidana 
maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. 
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, 
sebagai berikut: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan 
Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan 
untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan 
mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, 
dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen) 
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2. Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltherorieen) 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini 
berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, 
dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
3. Teori gabungan (verenegings theorieen) 
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan 
bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan 
absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 
pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai 
suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter 
tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu 
reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.20 
3. Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin 
                                                             
 
  
20Rahman syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta; mitra wacana media 2014). h. 
244-249 
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membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen 
menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: 
1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, 
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 
bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 
harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana 
meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut 
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 
mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan 
orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum 
pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam 
sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara 
menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.  
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensikonsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 
dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 
berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, 
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terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas 
dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus 
sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 
pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan 
sebagai berikut: 
a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 
pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap               
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.  
Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturutturut, 
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 
acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu.  Adapun beberapa Jenis-jenis pemidanaan yang 
terdiri atas:21 
a. Pidana pokok 
1) Pidana mati, 
2) Pidana penjara 
                                                             
21Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta; Mitra Wacana Media 2014) . 
h 243. 
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3) Kurungan 
4) Denda 
b. Pidana tambahan: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
2) Perampasan barang-barag tertentu, 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut: 
1. Pidana pokok; 
a. Pidana penjara: Lembaga Permasyarakatan (lapas); 
b. Pidana kurungan: Lembaga Permasyarakatan (lapas); 
c. Pidana tutupan: Lembaga Permasyarakatan (lapas); 
d. Pidana denda: Jaksa; 
2. Pidana tambahan: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang 
di cabut tersebut; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; jaksa 
c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri. 
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan 
pidana, sebagai berikut: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan 
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Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 
praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, 
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata 
lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen) 
2. Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltherorieen) 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini 
berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan 
proses pembinaan sikap mental. 
3. Teori gabungan (verenegings theorieen) 
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat 
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut 
(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 
mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik 
moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak 
pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 
perilaku terpidana di kemudian hari.22 
 
                                                             
 
  
22Rahman syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta; mitra wacana media 2014). h. 
244-249 
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B. Tinjauan Umum mengenai Tindak pidana pembunuhan berencana. 
1. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP. 
Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seharusnya hal tersebut 
mampu memberikan perlindungan dan kepastian, serta keadilan didalam hukum itu 
sendiri. Hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 
bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tidak dapat dipungkiri hal 
mengenai penegakan hukum merupakan bagian yang rapuh di Negara Indonesia. 
Hal tersebut 
dapat dilihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah 
Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bagi para pelaku Penegakan hukum terutama 
dalam hal memutuskan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Hakim di dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya wajib menjaga   kemandirian   peradilan   (Pasal   3  (1) 
Undang-Undang Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim 
dan Undang- undang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Seorang hakim harus mampu memberikan setiap keadilan yang sama di mata 
hokum. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut harus 
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bersikap adil agar hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa tujuan dari 
hukum tersebut yaitu adanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. 
Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, salah satunya 
kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan 
merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan 
biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu 
keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup 
bermasyarakat. 
Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan 
bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena 
pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun”. 
Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan 
kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak 
disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 
359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 
sub 3 (penganiayaan dengan dierencanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya 
orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan beratmengakibatkan matinya orang 
lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, 
mengakibatkan matinya orang lain). Untuk dapat dituntut menurut pasal 338 KUHP, 
pembunuhan harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-
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pikir lebih lama. 
Namun realitannya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di 
Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pembunuhan. Hal tersebut menjadi 
suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak 
hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku 
tindak pidana. 
Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya 
seorang  suami membunuh seorang istri karena dilandaskan dendam semata atau 
seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri. 
Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam 
praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada 
pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah 
adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di dalam hubungan rumah tangga, 
yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat 
melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur 
dalam KUHP Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah 
tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim seyogyanya 
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konsisten dan disparitasnya tidak terlalu besar dalam memutus perkara yang serupa 
termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan.23 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang 
mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Ketentuan pidana 
dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut : Barangsiapa yang dengan sengaja dan 
dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan 
pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup 
atau sementara maksimum dua puluh tahun. Dalam rumusan delik ini dapat 
disimpulkan unsur-unsur adalah : 
- Barangsiapa  
- Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu 
- Merampas jiwa orang lain. 
Delik yang memenuhi ketiga unsur ini diberi nama atau kwalitas pembunuhan 
berencana. Rumusan delik ini, merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik 
atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum ialah pembunuhan yang 
dirumuskan pada pasal 38 KUHPidana sebagai berikut :  
“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan 
pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun” 
                                                             
23Jurnal Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga 
(Studi Di Pengadilan Negeri Sleman) http://e-journal.uajy.ac.id/11154/1/Jurnal.pdf di akses pada 
tanggal 21 Februari 2019 Pukul 14.30 WITA 
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S. R. Sianturi memberikan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 336 ini pada 
dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 s.d 349. 
Artinya pada pasalpasal berikutnya selaku harus ternyata ada orang lain yang 
terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau 
meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau 
adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena 
sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya, misalnya itu masih berupa janin 
atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya 
apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat 
dikembalikan kepada pasal 338 Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya 
ialah : 
- Barangsiapa 
- Dengan sengaja 
- Merampas jiwa orang lain Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. 24 
Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak 
pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan 
perbuatan maupun pada objek perbuatan. 
                                                             
24S. R. Sianturi  Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni A. H. M. (Jakarta: PT. 
HM 1983) h. 489. 
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Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur 
berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek 
ialah seorang anak yang baru lahir. Adanya unsur sengaja dikatakan : unsur sengaja 
meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya 
seseorang dengan tindakannya itu. Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan: Dalam 
kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan 
sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai 
kemungkinan. Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena 
memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan 
ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk 
mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang 
dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan 
perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan 
saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan 
kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan 
pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.25 
2. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan 
tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. 
                                                             
25Ewis Meywan Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016 
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Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang 
paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, 
Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada 
tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada 
sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga 
tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.26 
Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan 
berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh 
kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang 
bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya 
pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 
ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman 
pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 
338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu 
itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 
338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih 
dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka 
                                                             
26https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses Pada tanggal 16 Juni 2018, 
Pukul 12.20 
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pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri 
(een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam 
bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai 
atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 
tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan 
saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. 
Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. Apalagi pembunuhan 
berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus 
yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan 
dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang 
seluruh unsur Pasal 338. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU 
sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.  
Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa 
(Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut 
pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan 
di muka. Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 syarat/unsur, yaitu: 
a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 
pelaksanaan kehendak; 
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c.  Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan 
kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak 
untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. 
 Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, 
tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah 
sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirnya dan 
dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran danpertimbangan 
seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan 
dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan 
dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskankehendak untuk berbuat. Sedangkan 
perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.27 
Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya 
kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini 
adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan 
bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, 
karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena 
tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang 
tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi 
menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk 
membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih 
                                                             
27Adami Chazawi Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada 2007) h. 25 
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tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan 
pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa 
dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) 
bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya 
bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk 
menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan 
untuk memikirkan rekayasa.  
Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan 
untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain 
sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak 
orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan 
pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut 
yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu 
sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, 
suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka 
sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Pengertian “dengan 
direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP 
diutarakan, antara lain: 
“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan 
tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku 
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berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan 
sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”28 
 
 Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya 
keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu 
ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah 
pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana. Adanya pendapat 
yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan 
bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana 
diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk 
opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:29 
a. “Opzet” nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu; 
b. Dan setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, 
maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm 
waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang 
tenang, 
c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu 
memerlukan jangka waktu yang agak lama. 
Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih 
dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya 
direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya 
                                                             
28Marpaung Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005) h. 31 
29Adami Chazawi Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada 2007) h. 85 
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kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui 
syaratsyarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan 
syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan 
rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 
338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya 
unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah 
dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak 
sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah 
bagian dari direncakan terlebih dahulu. Umumnya pembunuhan dengan racun 
merupakan moord atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan 
bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan 
dengan menggunakan bom (rakitan).30 
Contoh “seseorang memasukkan racun sianida ke sebuah jus, lalu menyerahkan 
kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas 
pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir 
dimasukkan ke mana. Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus 
pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, 
misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. 
 
                                                             
30Marpaung Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005) h. 42 
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C. Pandangan Islam mengenai larangan melakukan Pembunuhan terhadap 
seseorang 
Didalam masyarakat kita tentu kasus pembunuhan bukan hal yang asing lagi 
kita dengar terjadi, banyak yang melakukan hal keji tersebut degan maksud 
membalaskan dendam yang berujung dengan kematian seseorang tanpa mereka sadari 
bahwa segala hal telah diatur oleh Hukum di negara kita, bahwa semua perbuatan 
akan ada balasannya, seperti juga didalam agam Islam, banyak yang beranggapan 
bahkan mengklaim bahwa Islam itu agama yang brutal, agama yang begitu mudahnya 
membunuh seseorang yang berlainan keyakinan dengan dalil kafir, sehingga 
darahnya halal dan tidak ada dosa bagi pelaku. Akibatnya muncullah sebuah 
pengkleiman terhadap Islam sebagai agama teroris. Namun perlu digaris bawahi, itu 
hanyalah sekelompok orang yang mempunyai penafsiran yang menyimpan di dalam 
Islam. Karena pada kenyataannya tidaklah seperti itu ajaran Islam yang sebenarnya. 
Dapat kita lihat sebuah ayat al-Qur’an yang mengatakan31: 
 “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”32. (QS. al-Maa’idah : 
32) 
 
                                                             
31https://harkaman01.wordpress.com/2013/01/02/hukum-membunuh-di-dalam-
islam/comment-page-1/ di akses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 13.50 WITA 
32Al Quran dan Terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 32 
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            Sungguh sangat menyedihkan dewasa ini, kerap kali ditemukan pembunuhan 
terhadap jiwa-jiwa yang tidak berdosa demi kepentingannya sendiri. Sedang dalam 
Islam ditegaskan bahwa membunuh jiwa yang tidak berdosa itu sama halnya dengan 
membunuh semua manusia, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jikalau 
membunuh seorang muslim yang tidak berdosa. Dosanya seperti apa? Atau mungkin 
sama halnya ketika membunuh Malaikat, atau membunuh manusia suci seperti Nabi. 
            Dengan mudahnya pertumpahan darah terjadi, permasalahan kecil berujung 
pada perpecahan dan pembantaian. Kita saksiskan konflik syi’ah-sunni, yang hingga 
akhirnya menelang banyak korban, berapa banyak anak yang cacat, perempuan-
perempuan banyak yang jadi janda dan lain-lain. Hanya sebuah kesalahpahaman di 
antara mereka sehingga melupakan aturan agama. 
 “dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”33 (QS. An-Nisa: 
93) 
         Ayat ini secara jelas membuktikan bahwa ajaran agama Islam sangat tidak 
mendukung adanya aksi pembunuhan, bahkan Allah memberi ancaman yang sangat 
keras bagi orang yang telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap orang 
lain dalam bentuk apapun, ancamannya jelas bahwa Allah akan menjebloskannya ke 
Api Neraka Jahannam, dimana Neraka jahannam adalah siksaan nomor satu paling 
kejam dan Apinya paling Panas di alam Neraka sana.34 
                                                             
33Al Quran dan Terjemahan, Surat An-Nisa Ayat 93 
34http://duniakampus7.blogspot.com/2016/01/dalil-al-quran-larangan-membunuh-
orang.html?m=1 di akses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 14.12 WITA 
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Jikalau kita menyaksikan pembunuhan atas nama agama Islam tanpa ada 
alasan benar, maka itu hanyalah penumpang gelap dalam Islam. Sesungguhnya dia itu 
bukan umat Muhammad, bukanlah seorang Muslim. Karena sangat bertentangan 
dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Misalnya kasus pemboman Bali, ini bukan 
sebuah perbuatan membela agama, justru ini melecehkan agama. Pada kenyataannya 
korban pemboman tersebut juga menelan banyak Muslim yang tidak berdosa. Kalau 
ingin berjihad kenapa tidak membom tentara Izrael yang begitu jelas membantai umat 
Islam di Palestina, kenapa hanya menjadi saksi atas peristiwa yang menimpah 
saudara-saudara kita di sana. Sedang di Bali itu tidak memberi pengaruh terhadap 
agama Islam. Kalau berdalih bahwa di sana banyak yang melakukan perbuatan dosa, 
semestinya tidak membunuh, beri peringatan dan pengajaran serta jangan ikutkan 
saudara kita menderita. Ini sebuah kekeliruan besar tentang pengamatan dan 
pemaknaan jihad yang sebenarnya. 
            Saya ingin kembali mengingat peristiwa pembunuhan manusia pertama. Kisah 
tentang Qabil dan Habil. Semoga peristiwa tersebut bisa menjadi contoh buat 
manusia saat ini. Di dalam al-Qur’an telah diceritakan bahwa setelah Qabil 
membunuh saudaranya Habil, dia sangat menyesal. 
Dari peristiwa tersebut mengingatkan bahwa setiap masalah tidak harus 
diselesaikan dengan cara pembunuhan. Berapa banyak sadara kita menjadi korban 
pembunuhan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Islam sendiri 
sangat mengharagai nyawa seseorang dan harus dipelihara, bukan hanya itu harus 
dijaga pula. Ini dapat kita lihat terhadap keringanan yang diberikan pada orang 
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sedang berpuasa boleh berbuka dan tidak berpuasa ketika berada dalam perjalanan. 
Tidak hanya itu ketika merasa lapar dan bisa menyebabkan kematian sedang tidak 
ada makanan yang haram seperti anjing dan babi. Maka makanan yang haram 
tersebut tidak menjadi masalah demi mempertahankan kehidupan atau menyabung 
nyawa. Islam sendiri menghimbau kepada kita agar tidak membawa diri sendiri 
kepada hal-hal yang dapat membinasakan35 
                                                             
35https://harkaman01.wordpress.com/2013/01/02/hukum-membunuh-di-dalam-
islam/comment-page-1/ di Akses pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 09.20 WITA 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan 
Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang 
digunakan dalam suatu penilitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan 
perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, 
sedangkan metode pendekatan empris merupakan kerangka pembuktian atau 
pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, sehingga yang dimaksud dengan 
Yuridis-Empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada 
kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan kenyataan hukum dalam 
praktek yang dijalankan oleh Pengadilan penelitian yang menjelaskan pandangan 
mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang 
dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 
190/Pid.B/2015/PN.Sgm). 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten 
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penunjukan secara purposive 
(langsung), dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah karena penulis berdomisili 
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di Kabupaten Gowa untuk akses mendapatkan informasi terkait kasus tersebut lebih 
mudah dan terjangkau.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang melihat secara yuridis (hukum), apakah 
pelaksanaan dan pola pelaksanaan bantuaan hukum bagia anak sudah sesuai atau 
tidak dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan tujuan 
mendapatkan suatu gambaran dan situasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di 
Kabupaten Gowa. 
Selain Pendekatan yuridis, maka disini penelitian juga akan melakukan 
pendekatan sosiologis, dengan tujuan merujuk langsung kepada para pihak yang 
berperkara di pengadilan tersebut, guna mencari informasi yang lebih lanjut serta 
yang lebih efektif terkait dengan Pengaturan Hukum, Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di 
Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm). 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu 
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan 
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dengan sasaran penelitian. data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang 
dimiliki dari Pengadilan Negeri Sugguminasa sesuai bahan yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini.  Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya 
dilakukan inventarisasi data, pengilahan data, dan analisis data. 
2. Sumber Data 
Sumber yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah 
responden yang disebut narasumber penelitian. narasumber ini diambil dengan cara 
tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap B. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview (wawancara). 
Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung 
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari narasumber.  
Adapun narasumber yang diwawancarai yakni hakim aktif dan pegawai di 
Pengadilan Negeri Sumngguminasa. 
Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan 
cara memperhatikan langsung terkait objek penelitian. 
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2. Wawancara  
Dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
3. Dokumentasi 
Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
D. Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian itu sendiri. Guna melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 
amalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan  atas semua nantinya. Agar 
validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas insrtumen pengumpulan data. 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Pengamatan (Observation), yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat 
guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-
masyarakat tertentu. 
2. Pedoman wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face 
to face), yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 
kepada seseorang responden.22 
 
                                                           
22Amiruddin dan H. Zainal Asikin .Pengantar Metode Penelitian Hukum .Cet:I 
(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2004) h.68-82 
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3. Data dokumentasi, adalah.catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
E. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara: 
1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data, yaitu mengumulkan data dengan cara memasukkan data dalam 
sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi 
dan disajikan. 
Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data tersebut akan di analisa kedalam analisis kualitatif yang 
merupakan teknik pengelolaan data kualitatif  (kata-kata) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisa teoritik. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang obyektif. Maksudnya bahwa suatuu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
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Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil 
penelitian,dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Tetapi  
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa
1. Profil Pengadilan Negeri Sungguminasa
Pengadilan Negeri Sungguminasa berlokasi di Jl. Usman Salengke No. 103
Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Kabupaten Gowa yang berada pada 119.3773º Bujur Barat dan 120.0317º Bujur
Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º Lintang Selatan, dengan
batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatassan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
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b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba
dan Kabupaten Bantaeng;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten
Jeneponto; dan
d. Sebelah Barat berbatasab dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan
belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan
Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran
rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar
merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa
35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah
Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa
dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas
daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan
panjang 90 km.1
2. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di
sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
1http://pn-sungguminasa.go.id diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 20:45 WITA
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Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan
Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang.
Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis “Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara,
dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3),
sehingga wilayahnya meliputi :1. Daerah Tingkat II Mamudju,2. Daerah Tingkat II
Madjene,3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,4. Daerah Tingkat II Tana Toradja,5.
Daerah Tingkat II Pinrang,6. Daerah Tingkat II Enrekang,7. Daerah Tingkat II
Sidenreng-Rappang,8. Daerah Tingkat II Soppeng,9. Daerah Tingkat II Barru,10.
Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan,11. Daerah Tingkat II Maros,12.
Daerah Tingkat II Gowa,13. Daerah Tingkat II Takalar,14. Daerah Tingkat II
Jeneponto,15. Daerah Tingkat II Bantaeng,16. Daerah Tingkat II Bulukumba,17.
Daerah Tingkat II Selayar,18. Daerah Tingkat II Sinjai,19. Daerah Tingkat II
Bone,20. Daerah Tingkat II Wajo,21. Daerah Tingkat II Luwu, 22. Kotapraja Pare-
Pare dan, 23. Kotapraja Makassar.” Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri
Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan
Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II”
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Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor
Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di
kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya
menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri
Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor
Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan
Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-
Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah
Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan
Makassar sampai dengan tahun 1970-an.
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung
Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari
2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan
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Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri
Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri
Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari
Kelas II menjadi Kelas . Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri
Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir
Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005.
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I A berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Februari 2017 Nomor 37
/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan
Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas
IA.
3. Tugas dan Fungsi
a. Ketua Pengadilan
Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas
dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim
maupun seluruh karyawan Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam
melakukan pengawasan atas :-Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para
Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; -
Masalah-masalah yang timbul;-Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat
Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;-Masalah eksekusi yang
berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah
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Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas
perkara Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak
mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar
biaya perkara)
b. Wakil Ketua Pengadilan
Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili ketua bila berhalangan
Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk
mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja
dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
c. Hakim
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
semua perkara yang diajukan kepadanya, dalam perkara perdata, hakim harus
membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-
hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan
d. Panitera
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan
surat-surat yang berkaitan dengan perkara. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan
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pengawasan pelaksanaan tugasdalam pemberian dukungan dibidang teknis,
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksananaan pengelolaan
administrasi perkara pidana, pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus,
pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN
dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
dan perundang- undangan ,minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;,
pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan,
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
e. Jurusita
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, Jurusita
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Jurusita membuat berita
acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.2
B. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana yang dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten
Gowa
1. Posisi Kasus
2http://pn-sungguminasa.go.id diakses pada tanggal 05 September 2018 pukul 20:45 WITA
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Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :
Terdakwa 1
Nama : Sele Bin Abbas Dg Rewa
Tempat Lahir : Kalukuboddo
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kalukuboddo Desa Kalukuboddo Kec.
Bontonompo Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa 2
Nama : Abbas Alias Abba Bin Arsyad
Tempat Lahir : Kalukuboddo
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/04 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kalukuboddo Desa Kalukuboddo Kec.
Bontonompo Kab. Gowa
Agama : Islam
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Pekerjaan : Wiraswasta.
Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2015 sampaidengan tanggal 15 April;
2. Penyidik Perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai
dengan tanggal 25 Mei 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli
2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 juli 2015 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang
pertama, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November
2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang
kedua, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan 5 Desember 2015;
Duduk Perkaranya
Bahwa terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias
Abba Bin Arsyad bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam
16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2015,
bertempat di Kp. Pabbundukang, Desa Pabbundukang, Kec. Bontonompo selatan
Kab. Gowa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah
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hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan, sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa
orang lain” yakni Annas Dg Naba, perbuatan mana dilakukan para terdakwa tersebut
dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa awalnya terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa mengendarai sepeda
moto honda beat warna hijau putih dengan dibonceng oleh terdakwa 2. Abbas
alias Abba Bin Arsyad dari rumah terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa di
Kp. Kalukuboddo desa Kalukuboddo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar,
menuju kerumah marawiyah Dg Ngasi untuk membeli ikan bakar, setelah
sampai dirumah Marawiyah Dg Ngasi, Terdakwa 1 masuk ke kolom
rumahnya dan bertemu dengan marawiyah dg ngasi kemudian menyuruhnya
untuk makan, namun pada saat itu terdakwa 1 hanya tidur dibalai-balai
dibawah kolom rumahnya dan berselang sekitar 1 jam kemudian, terdakwa 1
terbangun untuk mencuci muka, setelah itu terdakwa 2 mengambil sepeda
motornya, saat meninggalkan rumah dan hendak naik ke jalan aspal tiba-tiba
sepeda motor yang terdakwa 2 kendarai menabrak bagian depan kawasaki
ninja warna putih hitam dari arah selatan yang dikendarai oleh korban Annas
Dg Naba, lalu kemudian terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa, langsung
mendekati korban Annas Dg Naba dari jarak sekira hanya kurang 1 meter
dengan posisi saling berhadapan, terdakwa 1 langsung mengeluarkan parang
bersama sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya, lalu mencabut
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parang tersebut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu
kemudian parang tersebut terdakwa 1 tebaskan kearah pergelangan tangan
kanan korban Annas Dg Naba sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan
pergelangan tangan kanan korban Annas Dg Naba menjadi putus, setelah itu
korban melarikan diri sambil berteriak dengan mengatakan “Tolong saya!”
lalu terdakwa 1 mengejar lagi dengan menggunakan parang, kemudian sampai
sekira 30 (tiga puluh) Meter, korban terjatuh terlentang menghadap kebawah
dengan posisi wajah menghadap ketanah, setelah terjatuh lalu terdakwa 1.
Sele Bin Abbas Dg Rewa menebas lagi atau memarangi kepala bagian
belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban
sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban.
- Bahwa dalam perbuatan tersebut terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa turut
serta dibantu oleh terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin Arsyad saat sebelum
kejadian berperan dengan sengaja menabrakkan sepeda motor yang
dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Annas Dg
Naba, lalu kemudian terdakwa 1 langsung mendatangi korban Annas Dg
Naba, lalu melakukan perbuatan tersebut dengan cara menebas pergelangan
tangan kanan korban, kepala bagian belakang korban dan juga menikam
punggung korban, setelah terdakwa 2 kembali berperan menyediakan
kendaraan dengan membonceng terdakwa 1 untuk pergi melarikan diri dan
sembunyi-sembunyi bersama-sama
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- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, korban meninggal dunia sesuai
dengan hasil visum Et Repertum No. 25/445/RSUD-VER/III/2015 tanggal 31
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter Rumah
sakit umum daerah H. Padjonga Dg Ngalle, Kab. Takalar. Sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara.
Menimbang, bahwa para para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair : Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP
Subsidair : Perbuatan Para terdakwa diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal
338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut
1. Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas
Alias Abba Bin Arsyad bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan
dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan primair yaitu
melanggar 340 KUHP jo. 55 ayat ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa
selama 18 (delapan belas) tahun dan terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin
Arsyad selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
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3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar baju kaos
warna abu-abu yang terdapat noda darah, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki
nija warna putih hitam dengan No. Pol DD 6666 LZ dikembalikan kepada
yang berhak/ahli waris dari korban dan 1 (satu) unit sepeda motor matic
honda beat hitam dengan No Pol DD 44884 S dirampas untuk negara serta 1
(satu) bilah parang panjang yang berukuran sekitar 50 cm dan lebar 3 cm
warna putih stenlis, gagang terbuar dari kayu berwarna coklat dililit dengan
karet warna hitam dan terdapat noda darah, dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
C. Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-
sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amiruddin Mahmud, selaku
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan menangani kasus
tindak pidana pembunuhan berencana mengatakan bahwa “Kasus pembunuhan
berencana sebenarnya belum banyak terjadi di Kabupaten Gowa, mungkin saja yang
menjadi penyebabnya adalah kultur masyarakat kabupaten gowa masih memegang
rasa persaudaraan yang membuat hal sekeji itu masih di fikirikan matang-matang
terlebih dahulu sebelum dilakukan, meskipun demikian sebagai upaya Preventif yang
sebaiknya dilakukan adalah tetap berfikir bahwa negara kita adalah negara hukum
64
yang dimana segala tindak pidana telah di atur dalam KUHP maupun Undang-
Undang sehingga ada kontrol terhadap setiap tindakan”3
Berdasarkan hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi,
keterangan para terdakwa, majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa yang
memeriksa dan memutus mepertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut;
Ad.1. Unsur Barang siapa
Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan
apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau nukan dalam suatu
rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, majelis hakim
walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang
siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan ataupun Memorie van teolichting
jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek
Hukum;
Menimbang, bahwa para terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa
keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah diri
para terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin
Arsyad, adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa
dipersidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa;
Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
penuntu umum telah menghadap dua orang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa
3Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin Mahmud, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Tanggal 04 September 2018, Pukul 08.30.
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1. Sele Bin Abbas Dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad, dimana
kedua terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan
yangdilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya
sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntu umum, dengan demikian orang yang
dimaksud adalah benar para terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (error in
Persona);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbngan tersebut diatas menurut
pendapat majelis hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;
Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan
direncakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak
untuk mewujudkan suatu tindak pidana dana akibat hukumnya harus dilakukan
dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya
berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak
pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menetukan sikap batin
seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang
yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit
untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-
lebih bagaimanakan keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak
pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan
lahir yang tampak dari luar, dengan cara majelis hakim harus mengobyektifkan
adanya unsur kesengajaan itu, dengan pedoman pada teori ilmu pengethaun hukum,
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untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu
sebab ataukan akibat dari suatu perisgtiwa pidana yang mesti didalaminya;
Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur
sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, tori
kehendak (wills Thoerie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori Pengetahuan atau
membayangkan (Voorstilings Theories) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyanto,
S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak
dengan sendirinya diliputi pengetahuan atau gambaran. Dimana apabila seseorang
menghendaki suatu dengan sendrinya diliputi pengetahuan artinya seseorang untuk
menghendaki sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud;
Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau Opzet adalah
kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti
yangdilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini unsur
kesengajaan ini memang diinginkan atau dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia
mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
akibat sebagaimana dikehendaki (Willens en wetten);
Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, usnur dengan sengaja dalam
pasal 340 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai Ofzet
als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai Opzet bij
zekerheidbewustzijn (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai Opzet bij
mogelijheidsbewustzijin (sengaja sebagai kemungkinan);
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Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah
ditafsirkan secara gramatikal, menurut kamus besar bahasa Indonesia, merampas
adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi
hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia,
binatang dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum
SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain
adalah memukul, menedang kemaluan, menusuk, menyembeli, menembak,
menyetrom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracuni, menenggelamkan,
menjatuhkan daru suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan
sampai mati. Dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian
seseorang dalam penerapan Pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;
Menimbang, bahwa apakah merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan
oleh para terdakwa dengan direncakan terlebih dahulu, menurut praktik peradilan
suatu rencana terjadi apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu
tindak pidana dengan pelaksanannya itu masih ada waktu bagi para pelaku untuk
dengan tenang memikirkannya, sedangkan menurut jurisprudensi perlu adanya suatu
tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan
pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dari akibat-
akibat dari perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk
berfikir;
Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka untuk
menentukan apakah benar para terdakwa telah merencanakan dan atau menggerakkan
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orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntu
umum, harus diperhtaikan syarat-syarat tertentu, yakni:
a. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan
yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana;
b. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnyan harus dibangkitkan;
c. Orang yang bergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh penggerak
untuk mrlakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya melakukan percobaan
ke arah itu, karena itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayanya itu
haruslah terwujud secara nyata kedalam perbuatan;
d. Orang yang tergerak harus dapat dimintai tanggung jawab pidana;
Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap
dipersidangan bahwa awalnya terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa mengendarai
sepeda moto honda beat warna hijau putih dengan dibonceng oleh terdakwa 2. Abbas
alias Abba Bin Arsyad dari rumah terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa di Kp.
Kalukuboddo desa Kalukuboddo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar, menuju
kerumah marawiyah Dg Ngasi untuk membeli ikan bakar, setelah sampai dirumah
Marawiyah Dg Ngasi, Terdakwa 1 masuk ke kolom rumahnya dan bertemu dengan
marawiyah dg ngasi kemudian menyuruhnya untuk makan, namun pada saat itu
terdakwa 1 hanya tidur dibalai-balai dibawah kolom rumahnya dan berselang sekitar
1 jam kemudian, terdakwa 1 terbangun untuk mencuci muka, setelah itu terdakwa 2
mengambil sepeda motornya, saat meninggalkan rumah dan hendak naik ke jalan
aspal tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa 2 kendarai menabrak bagian depan
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kawasaki ninja warna putih hitam dari arah selatan yang dikendarai oleh korban
Annas Dg Naba, lalu kemudian terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa, langsung
mendekati korban Annas Dg Naba dari jarak sekira hanya kurang 1 meter dengan
posisi saling berhadapan, terdakwa 1 langsung mengeluarkan parang bersama
sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya, lalu mencabut parang tersebut
dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian parang
tersebut terdakwa 1 tebaskan kearah pergelangan tangan kanan korban Annas Dg
Naba sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan
korban Annas Dg Naba menjadi putus, setelah itu korban melarikan diri sambil
berteriak dengan mengatakan “Tolong saya!” kepada saksi Asram Bin Amsili Udu,
tetapi karena ia sedang bersama anak perempuannya yang ketakutkan, saksi asram
tidak menolong dan langsung meninggalkan lokasi kejadian karena takut karena dari
arah belakang korban terdakwa 1 mengejar lagi dengan menggunakan parang,
kemudian sampai sekira 30 (tiga puluh) Meter, korban terjatuh terlentang menghadap
kebawah dengan posisi wajah menghadap ketanah, setelah terjatuh lalu terdakwa 1.
Sele Bin Abbas Dg Rewa menebas lagi atau memarangi kepala bagian belakang
korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban sebanyak 1 (satu)
kali dan juga menikam punggung korban.
Bahwa dalam perbuatan tersebut terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa turut
serta dibantu oleh terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin Arsyad saat sebelum kejadian
berperan dengan sengaja menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya dengan
sepeda motor yang dikendarai oleh korban Annas Dg Naba, lalu kemudian terdakwa
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1 langsung mendatangi korban Annas Dg Naba, lalu melakukan perbuatan tersebut
dengan cara menebas pergelangan tangan kanan korban, kepala bagian belakang
korban dan juga menikam punggung korban, setelah terdakwa 2 kembali berperan
menyediakan kendaraan dengan membonceng terdakwa 1 untuk pergi melarikan diri
dan sembunyi-sembunyi bersama-sama
Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, korban meninggal dunia sesuai
dengan hasil visum Et Repertum No. 25/445/RSUD-VER/III/2015 tanggal 31 Maret
2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang, dokter Rumah sakit umum
daerah H. Padjonga Dg Ngalle, Kab. Takalar. Dengan hasil pemeriksaan telah
diperiksa seorang laki-laki, usia 26 Tahun bernama Annas Dg Naba dan ditemukan
luka-luka:
- Kaku Mayat : Belum ada;
- Lebam mayat : Tampak Lebam pada punggung;
- Kepala : Tampak Robek pada kepala sebelah kiri ukuran panjang tiga
centimeter lebar empat belas centimeter, tampak luka iris tulang tengkorak
kepala sebelah kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma
centimeter dalam sepuluh centimeter;
- Anggota gerak : Pergelangan tangan kanan putus;
Kesimpulan: luka diatas diakibatkan persentuhan benda tajam penyebab pasti
kematian tidak biasa tersebut karena tidak dilakukan bedah mayat;
Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum para
terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1) Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana adalah diawali dengan terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang terjafi antara korban dengan terdakwa 2, dimana
pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa 1 berada di dekat
lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dan sedang berpesta minuman keras;
2) Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka terungkap pula bahwa tindak pidana
yang terjadi bukanlah merupakan suatu yang telah direncanakan oleh para
terdakwa;
3) Bahwa perbuatan antara terdakwa 1 dan 2 merupakan suatu kejadian yang
masing-masing berdiri sendiri yang tidak saling berkaitan secara langsung;
Menimbang, bahwa dari fakta hukum disimpulkan oleh penasihat hukum para
terdakwa diatas saja sudah cukup untuk memenuhi unsur perencanaan, dimana
terdapat jeda waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk berfikir sejenak mengenai
cara dan akibat ditimbulkan perbuatannya bagi korban, yaitu ada jeda waktu antara
kecelakaan lalu lintas dengan kejadian pembacokan atau penikaman kepada korban;
Menimbang, bahwa apabila ditinjau lebih dalam lagi dengan merangkaikan
berbagai peristiwa hukum sebelum terjadinya penikaman tersebut secara berturut-
turut, yaitu:
- Bahwa perselisihan antara korban dengan saudara dari para terdakwa
bernama Dg Kulle beberapa waktu sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa berada di dekat lokasi kejadian, yaitu rumah saksi Dg
Ngasi lebih dari 3 (tiga) jam setelah selesai acara minum ballo, dalam
keadaan gelisah dan mondar-mandir seperti sedang menunggu sesuatu
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sampai sempat tertidur di balai-balai, padahal orang-orang yang ditemani
minum sudang pulang;
- Bahwa para terdakwa datang ditempat minum ballo didekat lokasi
kejadian yang biasa dilewati korban, lokasi mana cukup jauh dari rumah
para terdakwa di Takalar dan dengan membawa senjata tajam berupa
parang atau kelewang;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan motor antara terdakwa 2 dengan
korban, korban sudah pernah lewat di jalan tersebut dan diteriaki oleh
terdakwa 1 karena dianggap suara motornya terlalu keras hingga
mengganggu;
- Bahwa tabrakan antara korban dengan terdakwa 2 bukanlah kecelakaan
melainkan kesengajaan dari terdakwa 2 agar jatuh dan terdakwa 1 dapat
melaksanakan perbuatannya membacok korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 pula yang membonceng terdakwa 1 pergi
dari lokasi kejadian dan melarikan diri ke Kabupaten Bone selama 5
(lima) hari sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian.
Berdasarkan urutan kejadian tersebut, majelis hakim berpendapat unsur “dengan
dengaja dan direncakan terlebih dahulu” ini telah terpenuhi dalam perbuatan para
terdakwa;
Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain.
Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah
ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus besar bahasa indonesia merampas
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adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberian
hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusi,
binatang dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum
SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain
adalah: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembeli, menembak,
menyetrom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracuni, menenggelamkan,
menjatuhkan daru suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan
sampai mati. Dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum SR Sianturi, adanya kematian
seseorang dalam penerapan Pasal 340 KUHP adalah kehendak dari pelaku;
Menimbang, bahwa ternyata akibat perbuatan terdakwa tersebut telah
mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Sehingga unsur inipun terpenuhi
pula oleh terdakwa;
Ad. 4 Unsur Secara bersama-sama.
Menimbang, bahwa dakwaan penuntu umum di Juncto kan dengan pasal 55
Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “melakukan” yang menyuruh melakukan dan
turut serta melakukan suatu perbuatan”;
Menimbang, bahwa mengenai peran serta para terdakwa dalam dakwaan
penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Turut serta”
atau yang dikenal sebagai pleaku “bersama-sama” dimana agar dipenuhi unsur
tersebut maka haruslah terdapat keinsyafan bersama diantara para pelaku. Bersama-
sama maksudnya adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu
dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan
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sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada
kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja
sama itu dilakukan berdasarkan perjanjin yang dinyatakan secara tegas sebelumnya
tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa
mereka itu bekerja bersama. Dengan demikian secara objektif unsur turut serta dilihat
dari perbuatan para terdakwa sedemikian rupa sehingga saling berkaitan satu sa,a
lainnya yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dalam hal
delik formal atau tedapat salah satu unsur perbuatan yang dilarang dalam hal delik
materiil;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama telah
terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur padal 340 KUHP Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi
menurut hukum, maka perbuatan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara
bersama-sama”
Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya
tersebut.
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para
terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna
abu-abu terdapat noda darah dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna
putih hitam DD 6666 LZ milik korban Annas Dg Naba, karena merupakan barang
yang masih mempunyai nilai ekonomis bagi keluarganya, maka ditetapkan untuk
dikembalikan kepada yang berhak yaitu, saksi Rahmawati Dg Tene istri almarhum
korban Annas Dg Naba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor
honda beat warna hitam putih DD 4884 S milik terdakwa 2, meskipun merupakan
kendaraan untuk menghadang korban, penghadangan mana bukan bukan merupakan
perbuatan yang dituju langsung atas hilangnya nyawa korban, sehingga kendaraan
tersebut bukanlah termasuk alat kejahatan pembunuhan itu sendiri maka ditetapkan
untuk dikembalikan kepada terdakwa 2, adapun barang bukti berupa 1 (satu) bilah
parang ukuran 50 cm warna putih stenlis gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit
karet warna hitam terdapat noda darah, karena nyata-nyata merupakan alat untuk
melakukan pembunuhan tersebut dan karena sifatnya yang berbahaya bagi
masyarakat makan ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri
dan perbuatan para terdakwa, yaitu:
Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa 1 sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa atau
penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
Keadaan yang meringankan:
- Para terdakwa berlaku sopan dan masih berusia muda;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-
pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Mengadili:
1. Menyatakan terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg rewa dan terdakwa 2. Abbas alias
Abba Bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama”sebagaimana dakwaan
primair Penuntut umum;
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2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg Rewa
selama 20 tahun dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa selama pemeriksaan perkara ini dikurangkan sepenuhnya dengan masa
pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa;
tersebut dan karena sifatnya yang berbahaya bagi masyarakat makan
ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah dan 1
(satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna putih hitam dengan No. Pol
DD 6666 LZ sikemblikan kepada yang berhak/ahli waris dari korban Annas
Dg Naba;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam No. Pol DD 4884 S
dikembalikan kepada terdakwa 2 Abbas Alias Abba Bin Arsyad;
- 1 (Satu) bilah panjang yang berukuran panjang sekitar 50 cm, lebar sekitar 3
cm, warna putih stenlis, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dililit
karet warna hitam dan terdapat noda darah, dirampas dan dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);
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D. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang
dilakukan  Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.
190/Pid.B/2015/PN.Sgm).
Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah
memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143
ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut
umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti
terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan
batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan
Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus
yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar
perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:
1. Unsur barang siapa
Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek
hukum berupa manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Unsur dengan Sengaja
79
Unsur opzettelijk dalam rumusan suatu ini harus diartikan bawah kesengajaan itu
ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang opzettelijk itu. Oleh karena unsur
sengaja ini dirumuskan dalampasal 338 KUHPidana dengan mendahului unsure
perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka disini harus diartikan bawah
petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap
matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang
dikehendakinya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.
3. Unsur menghilangkan nyawa orang
karena pembunuhan biasa Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan
bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materil. Delik materil adalah suatu
delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat
konsitutif/consitutief gevolog). Untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materil
secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan,
melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang
ataukah belum/tidak. Perbuatan menghilang nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif
dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari
sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun.
4. Unsur turut melakukan
Unsur turut melakukan atau medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai
ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat
dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap secara sempurna. Unsur turut
melakukan berarti suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut
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melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan uraian
kejadian dalam surat dakwaan, semua unsur pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1)
KUHPidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka
terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Mengenai tanggung
jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana
secara bersama-sama , terdakwa dibebani tanggung jawab yang sama dengan pelaku
lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang lain
yang sendirian melakukan tindak pidana (dader).
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa
penerapan ketentuan pidana materil pada perkara ini yakni pasal 338 Jo. Pasal 55
ayat (1) KUHPidana telah tepat.
proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya
terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang
menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang
harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa.
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti
yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa
tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain dari apa yang
dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat
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dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu
memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari
sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan
pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya.
Dalam Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm, proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu
berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang
digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti
yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan
tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majjelis Hakim berdasarkan
fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa
pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak
melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang
memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain
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dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap
keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para
terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan
menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat
memperbaiki perilakunya.
Tetapi, di dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa,
Penulis kurang sependapat dengan vonis Penuntut umum yang memberikan hukuman
penjara masing-masing untuk terdakwa I selama 18 tahun dan terdakwa II selama 15
tahun. Penulis lebih setuju terhadap pendapat majelis Hakim dengan alasan bahwa
perbuatan terdakwa I dianggap terlalu sadis yang setelah memotong pergelangan
tangan dan menikam korban beberapa kali dan juga, terdakwa I Terdakwa 1 sudah
pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa atau penganiayaan yang
mengakibatkan kematian Intinya menurut Penulis hukuman untuk terdakwa II sudah
sesuai tetapi seharusnya hukuman untuk terdakwa I bisa lebih berat lagi menurut
Penulis.
Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat
tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan
orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi
seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhdapa terjadinya
kejahatan serupa, Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-
undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah
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satu unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan
maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan pidana materil terhadap Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat 
dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. 
Yang sebagaimana telah terpenuhi unsur-unsur pidana sehingga perbuatan 
tersebut itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut: 
a) Unsur barang siapa  
b) Unsur dengan Sengaja  
c) Unsur menghilangkan nyawa orang 
d) Unsur turut melakukan 
2. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdkwa 1. Sele bin Abbas Dg 
Rewa selama 20 tahun dan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad selama 10 
tahun dengan pertimbangan pertimbangan, 
-  Keadaan yang memberatkan 
a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; 
b) Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya; 
c) Terdakwa 1 sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa 
atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian; 
- Keadaan yang meringankan: 
a) Para terdakwa berlaku sopan dan masih berusia muda; 
b) Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Dalam menjatuhkan putusan haruslahHakim tidak serta merta berdasar pada surat 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka 
untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari 
fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa 
dapat atau tidak dapat dipidana. 
2. Kepada pemerintah, dengan adanya kegiatan sosialisasi dibidang hukum kepada 
masyarakat dapat mengajarkan dan menghimbaukan kepada khalayak bahwa 
negara kita ini negara hukum apapun tindakan telah diatur oleh hukum, baik 
tindakan pidana maupun perdata, melihat kasus keji pemubuhan marak terjadi 
desa-desa sehingga perlu diadakan sosialisasi di daerah pedalaman yang rawan 
akan kasus tersebut. 
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